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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai salah satu usaha untuk memperluas
cakrawala budaya merupakan usaha patut dihargai. Pengenalan
berbagai aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia
diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam
masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami gembira
menyambut terbitnya buku merupakan hasil dari Bagian Proyek
Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

Penerbitan buku ini kami harap akan meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di
Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesaling kenalan dan dengan
demikian diharapkan tercapai pula tujuan pembinaan dan
pengembangan kebudayaan nasional kita.

Berkat adanya kerjasama yang baik antara penulis dengan
para pengurus Proyek, akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Buku
ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam
sehingga di dalamnya masih mungkin terdapat kekurangan dan
kelemahan, yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada
masa yang akan datang.



Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada
pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi
penebitan buku ini.

Jakarta, September 1997

Prof. Dr. Edi Sedyawati



PRAKATA

Usaha pembangunan nasional yang makin ditingkatkan
adalah suatu usaha yang berencana untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan hidup dan kehidupan warga masyarakat
Indonesia. Usaha pembangunan semacam ini pada dasarnya
bukanlah usaha yang mudah diterapkan. Berbagai persoalan dan
kesulitan yang muncul dan dihadapi dalam penerapan
pembangunan ini, antara lain berkaitan erat dengan kemajemukan
masyarakat di Indonesia.

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang antara lain ditandai
oleh keanekaragaman suku bangsa dengan berbagai budayanya
merupakan kekayaan nasional yang perlu mendapat perhatian
khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang
didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa memiliki nilai-
nilai budaya khas yang membedakan jati diri mereka dari suku bangsa
lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dengan hasil-
hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu
dan antarkelompok.

Berangkat dari kondisi, Bagian Proyek Pengkajian dan
Pembinaan Kebudayaan Masa Kini berusaha menemukenali,
mengkaji, dan menjelaskan berbagai gejala sosial, serta perkembangan
kebudayaan, seiring kemajuan dan peningkatan pembangunan.
Hal ini tidak bisa diabaikan sebab segala tindakan pembangunan
tentu akan memunculkan berbagai tanggapan masyarakat
sekitarnya. Upaya untuk memahami berbagai gejala sosial sebagai
akibat adanya pembangunan perlu dilakukan, apalagi yang
menyebabkan terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.
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Percetakan buku "KAJIAN KEPUSTAKAAN MENGENAI
PRODUK HUKUM DAN KELEMBAGAAN" ( Suatu Studi Kasus
Mengenai Undang-Undang Pendidikan dan Pelaksanaannya
Khususnya Mengenai Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah
Raga ) adalah salah satu usaha untuk tujuan tersebut diatas.
Kegiatan ini sekaligus juga merupakan upaya untuk
menyebarluaskan hasil penelitian tentang berbagai kajian
mengenai akibat perkembangan kebudayaan.

Penyusunan buku ini merupakan kajian awal yang masih
perlu penyempurnaan penyempurnaan lebih lanjut. Diharapkan
adanya berbagai masukan yang mendukung penyempurnaan buku
ini di waktu-waktu mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang
memungkinkan terbitnya buku ini kami sampaikan banyak terima
kasih atas kerjasamanya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi seluruh lapisan
masyarakat dan juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka
membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Jakarta, September 1997

Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian
dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini

ptk
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar

Pendidikan Nasional merupakan sesuatu yang sangat vital
karena bersifat menentukan masa depan bangsa dan negara.
Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan
bertujuan untuk meningkatkan ketagwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, meningkatkan kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi
budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat
kebangsaan dan Cinta tanah air agar dapat menumbuhkan
manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya
sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab pembangunan
bangsa. Arah pendidikan nasional tersebut adalah modernisasi
berlandaskan kebudayaan bangsa dan intregasi nasional
berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun
1989, telah diterapkan dan berjalan hampir dua tahap pelita. Sejak
dikeluarkan Undang-undang tersebut, telah dihasilkan berbagai
peraturan dan keputusan di bawahnya. Peraturan-peraturan
tersebut pada dasarnya berisi kebijakan-kebijakan, pola dan corak
perencanaan untuk mengoperasikan pelaksanaan Undang-undang
tersebut.



Persoalan kemudian adalah bahwa pelaksanaan produk
hukum dan pranata yang muncul sejak diberlakukannya undang-
undang tersebut, belum seluruhnya dikenal oleh masyarakat.
Untuk itu perlu adanya pembudayaaan dan sosialisasi. Di samping
itu kajian produk hukum dan pranatanya diharapkan dapat
menjelaskan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan undang-
undang tersebut.

B. Pokok Kajian

Kebudayaan merupakan hasil aktivitas manusia dalam
suatu masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai usaha manusia
untuk mempertahankan eksistensi manusia, dalam beradaptasi
dengan lingkungannya. Ada tiga wujud kebudayaan yaitu : pertama
kompleks gagasan: konsep dan pikiran manusia; kedua suatu
komplek aktivitas; dan ketiga suatu bentuk benda.

Suatu aktivitas manusia yang berinteraksi antara manusia
satu dengan lainnya akan membentuk suatu pola yang tetap yang
diatur serta ditata oleh gagasan dan tema berpikir yang berada
dalam pikiran manusia. Seringkali suatu konsep, gagasan dan
pikiran baru muncul dari suatu aktivitas manusia yang
berinteraksi dalam komunikasi.

Untuk itulah perlunya kaidah-kaidah untuk mengatur
aktivitas manusia sehingga tidak terjadi konflik atau benturan
budaya. Kaidah-kaidah yang dilegitimasikan oleh masyarakat
melalui lembaga-lembaga formal yang ada akan membentuk suatu
hukum. Hukum merupakan alat mengukur dari suatu aktivitas
manusia dalam bertindak. Hukum merupakan hasil kebudayaan
manusia yang telah dilembagakan dan dilegilisasikan dalam
masyarakat tertentu. Dimana setiap kelompok atau warga dalam
kesatuan tersebut di wajibkan untuk mentaatinya.



Banyak produk hukum yang sudah dihasilkan. Dan banyak
ditemui kendala dalam pelaksanaan suatu produk hukum. Hal
ini harus segera diatasi, misalnya : sistem pendidikan nasional
yang diatur melalui UU No. 2 tahun 1989. Pelaksanaannya masih
banyak penyimpangan. Penelitian Produk Hukum tentang
kebudayaan ini masih sangat diperlukan untuk memperoleh
gambaran awal serta penyusunan kebijaksanaan selanjutnya
khususnya tentang Sistem Pendidikan Nasional.

C. Kerangka Pemikiran

Studi tentang kebudayaan memang selamanya layak untuk
dijadikan obyek studi. Kebudayaan tidak bisa dilepas dari
keberadaan manusia, tanpa manusia kebudayaan tidak akan
muncul, baik muncul dalam arti tampil dari belum ada menjadi
ada atau muncul dalam arti tampil dan bentuk yang terikat ruang
dan waktu. Berkaitan dengan peran manusia sebagai pangkal
kebudayaan maka kebudayaan dapat diciptakan manusia karena
memiliki kapasitas simbolisasi dan organisme.

Sebagai gejala yang berbasis pada simbol, kebudayaan
bersifat ekstra-somatis, berada di luar fisik manusia, terlepas dari
antitas biologis manusia. Kebudayaan tidak dapat diberikan secara
genetis seperti misalnya warna rambut, warna kulit dan bentuk
tubuh manusia. Kebudayaan hanya dapat disebarkan, ditularkan
dari satu orang ke orang lain melalui proses belajar. Penyebaran
kebudayaan melalui proses belajar ini pada akhirnya akan
memunculkan sifat komulatif dan sekaligus saling menggantikan
pada kebudayaan. Semakin hari kebudayaan manusia akan
semakin kompleks dan semakin bermutu.

Menurut J. H. Steward, satu masyarakat berbeda dengan
masyarakat yang lain karena perbedaan tingkat intergrasi sosial
budayanya. Masyarakat sebagal suatu sistem yakni suatu
kesatuan yang terdiri dari banyak unsur yang satu unsur dengan
unsur lainnya terintegrasi secara fungsional.



Faktor yang mempengaruhi determinasi kebudayaan adalah
sistem ekonomi, teknologi pemanfaatan lingkungan, tekno
enviromental, dan proses adaptasi yang menghubungkan manusia
dengan sistem lingkungan.

Munculnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang
pendidikan luar sekolah merupakan suatu fenomena yang menarik.
Artinya peraturan tersebut dikeluarkan sebagai akibat
perkembangan lingkungan dan teknologi yang semakin maju.
Peradaban yang semakin maju tersebut akan mempengaruhi pola
pikir. Peraturan pemerintah tersebut akan membentuk suatu
budaya baru dalam masyarakat.

D. Tujuan

Peneltian ini bertujuan ingin mengungkapkan seberapa
pengaruh munculnya Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Dengan diketahuinya
kendala-kendala yang muncul maka usaha pembudayaan
peraturan tersebut dimasa datang lebih berprogram dan terarah.

E. Ruang Lingkup

Mengingat begitu banyaknya Peraturan Pemerintah yang
berhubungan dengan sistem Pendidian Nasional untuk
mendapatkan gambaran menyeluruh, penelitian difokuskan pada
Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah Pemuda dan Olah Raga serta keputusan-keputusan di
bawahnya. Penelitian kepustakaan mengambil lokasi penelitian
di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Metode Pengkajian
Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang produk

hukum ini adalah studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh
adalah berupa Peraturan-peraturan, Surat Keputusan dan kliping



koran dari berbagai penerbitan. Hal ini untuk mengetahui berbagai
tanggapan dan respon yang dapat diketahui melalui berita-berita
pers. Untuk mempertajam analisa maka digali dari data sekunder
yang diperoleh dari buku-buku yang beredar di masyarakat.
Pengumpulan data dilakukan di Biro Hukum Sekretaris
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, Kanwil
Depdikbud Yogyakarta dan Sanggar Kegiatan belajar yang ada di
Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam kajian produk hukum dan
lembaga yang terbentuk adalah kualitatif dengan fokus
menemukenali berbagai macam produk hukum berupa peraturan
perundangan, mulai dari Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pertauran Pemerintah No.
73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah serta peraturan
dan ketetapan-ketetapan yang ada kaitannya dengan undang-
undang dan peraturan tersebut.

Dari data-data yang dikumpulkan dikaji dengan
menggunakan metode analisis isi atau content analysis method,
disamping pendekatan holistik dan sistemik yang relavan untuk
memahami konteks dari permasalahan yang dipelajari dan dikaiji.



BAB 11

DASAR KONSTITUSIONAL DAN KEBIJAKAN DALAM
BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha
manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai
di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian,
bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di
dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan.
Karena 1tulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang
peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakekatnya
merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya (Noorsjam,
1988, hal 2.)

Kaidah dasar yang melandasi pendidikan nasional di Indo-
nesia terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada
alinea 4, yang berbunyi : "Kemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,



Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang Dipimpin
Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia".

Dengan demikian jelas bahwa secara langsung terdapat
kaidah hukum yang mengatur tentang pendidikan, yaitu berupa
kehendak untuk mendayagunakan kemerdekaan sebagai usaha
untuk mencerdaskan bangsa. Kehendak tersebut mengikat
pemerintah untuk menyelenggarakan bidang pendidikan.
Sedangkan kaidah hukum yang tidak langsung yang berhubungan
dengan pendidikan adalah kehendak untuk memajukan
kesejahteraan umum. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban
menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kecerdasan yang
dimiliki oleh warga negara dari setiap jenis dan jenjang pendidikan
serta pada setiap jalur pendidikan. Berarti pula pemerintah
hendaknya bisa menyelenggarakan bidang pendidikan yang dapat
mengikuti dinamika dunia usaha (kerja). Sehingga tercipta
keserasian antara dunia kerja dengan dunia pendidikan, yang pada
akhirnya dapat menciptakan sumber daya yang handal.

Kaidah-kaidah hukum berikutnya yang ada dalam batang
tubuh Undang-undang Dasar 1945 sebagai penjabaran cita-cita
bangsa melalui bidang pendidikan dirumuskan dalam Bab 13
tentang Pendidikan, yang dimuat dalam pasal 31 yang berbunyi :

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-
undang.

Kaidah hukum di dalam Hukum Dasar tersebut di atas bersifat
fundamental. Ayat pertama tersebut diatas menunjukkan bahwa
pemerintah dan bangsa Indonesia menghormati dan melindungi
hak asasi individu yang berkedudukan sebagai warga negara untuk
mendapatkan pengajaran. Sedangkan dalam ayat (2) menunjukkan



bahwa pemerintah dalam alam kemerdekaan akan mewujudkan
kewajibannya melindungi hak asasi untuk mendapatkan
pendidikan bagi warga negaranya, dengan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional.

Disamping pasal 31, Undang-undang 1945 juga memuat
pasal-pasal lain yang mendukung terciptanya sistem pendidikan
nasional. Diantaranya adalah pasal 32 yang berbunyi "Pemerintah
memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Pasal tersebut
menjadi sangat penting artinya, pada bidang pendidikan. Sebab
penyelenggaraan pendidikan harus berakar pada budaya bangsa
sendiri, agar dalam pengembangan dunia pendidikan yang semakin
pesat dan dalam era globalisasi ini tidak kehilangan arah. Sehingga
usaha mencerdaskan kehidupan bangsa tetap sesuai dengan cita-
cita kemerdekaan. Pasal yang lain adalah pasal 34 yang berbunyi:
"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".
Pasal ini semakin memperkuat tugas dan kewajiban pemerintah
untuk melaksanakan pendidikan bagi warga negaranya. Apabila
ada anak yang terlantar maupun karena tidak mampu dalam
perekonomiannya, sudah tugas dari pemerintahlah untuk
memeliharanya. Dengan sendirinya juga memberikan kesempatan
untuk memperoleh hak asasinya yaitu berupa pendidikan.
Diharapkan setelah mendapatkan pendidikan dia bisa lebih
mandiri dan bisa berguna bagi dirinya, bangsa serta negaranya.
Sampai pada saat ini relaisasi dari pasal ini masih harus mendapat
perhatian yang serius. Kenyataannya masih banyak anak-anak
Indonesia yang karena ekonominya belum mendapatkan
pengajaran yang memadai (untuk saat ini sesuai dengan program
pemerintah yaitu setidak-tidaknya tamat pendidikan dasar).

Pasal yang lain yang ada hubungannya dengan pendidikan
adalah pasal 36 yang berbunyi : "Bahasa Negara ialah Bahasa
Indonesia". Pasal ini sangat mendasar arti bagi kemajuan bidang
pendidikan, yaitu berdasar pada kebudayaan sendiri, dalam hal
ini bahasa. Bahasa menjadi pokok sebab dengan bahasa bisa
memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Bahasa
ini akhirnya dipakai sebagai ketentuan wajib, yaitu bahasa
pengantar dalam pendidikan bahasa Indonesia.
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Kaidah hukum yang lainnya adalah ketepatan majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No : II/MPR/1993
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Bidang pendidikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
tahun 1993 disebutkan dalam beberapa butir, antara lain adalah
butir :

d. Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi
baik antarberbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun
antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya
antar daerah. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesem-
patan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyeleng-
garaan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan perlu dise-
suaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta tuntutan perkembanganpembangunan Perlu pula terus
dikembangkan kerja sama antara dunia pendidikan dengan
dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan untuk
pemenuhan kebutuhan tenaga yang cakap dan terampil bagi
pembangunan sehingga tercipta keterpaduan dengan peren-
canaan tenaga kerja nasional.

e. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu mening-
-katkan, memperluas, dan memantapkan usaha penghayatan
dan pengalaman Pancasila serta membudayakan nilai-nilai
Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di
segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan
Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pen-
didikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah Perjuangan
Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan
mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan, khusus-
nya nilai 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur,
jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.

h. Pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat
kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan
pelatihan ketrampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan
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diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat,
bakat, keterampilan, dan kemampuan anggota masyarakat
serta menyiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar
agar mampu bekerja dan berwira usaha serta meningkatkan
martabat dan kualitas kehidupannya (GBHN, 1993, 90-91).

Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan lewat
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI, khususnya
mengenai pendidikan.

Di bawah ini dipilih kebijjakan yang tercantum dalam
Repelita VI terutama mengenai bidang pendidikan.

A. Pendahuluan

Pembangunan pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan
amanat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan merupakan hak
setiap warga negara Indonesia yang dilaksanakan melalui sistem
Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang No. 2 Tahun 1989
tentang Sisten Pendidikan Nasional (UUSPN), dinyatakan bahwa
pendidikan nasional berakar kapada kebudayaan bangsa
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta mening-
katkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam
rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, menetapkan
bahwa sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang II ialah
terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia
yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera
lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara yang berdasarkan Pancasila, dan dalam suasana kehidupan
bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam
hubungan antara manusia, manusia dengan masyarakat, manusia
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dengan alam dan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan Yang
Maha Esa. Sejalan dengan itu, Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebanggaan.

Dengan ditetapkannya titik berat pembangunan- dalam
Pembangunan Jangka Panjang II, pada bidang ekonomi seiring
dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan makin
menduduki peranan yang sangat penting dan strategis. Melalui
pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas
sebagaimana yang mengembangkan dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) yang diperlukan untuk
mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai
bidang lainnya. Dengan demikian, pendidikan merupakan wahana
dan sekaligus cara untuk membangun manusia, baik sebagai insan
maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Pendidikan diselenggarakan sejak usia dini sampai usia lanjut
terus-menerus sehingga merupakan pendidikan seumur hidup. Hal
ini sejalan dengan lingkup peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM) dalam Pembangunan Jangka Panjang II yang
mencakup seluruh proses dan siklus kehidupan manusia sejak
janin dalam kandungan, bayi, balita, prasekolah, remaja, pemuda,
sampai dewasa dan usia lanjut.

Pendidikan yang menjadi hal setiap warga negara
ditingkatkan agar lebih bermutu dan secara merata dapat
menjangkau seluruh penduduk termasuk di daerah terpencil
sehingga bangsa Indonesia lebih siap memasuki tahap tinggal
landas dalam Repelita VI dan lebih tangguh memasuki masa
Kebangkitan Nasional kedua dalam masa Pembangunan Jangka
Panjang II mendatang. Pemerataan pendidikan dengan tetap memper-
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timbangkan mutu semakin dirasakan penting dalam masa
Pembangunan Jangka Panjang 1, yang akan ditandai dengan
perubahan dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan. Makin
kuatnya persaingan, makin cepat perkembangan iptek, serta makin
dirasakannya arus informasi dan pengaruh budaya dari luar,
menuntut pembangunan pendidikan yang mampu mewujudkan
manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri yang tanggap
menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman dan tangguh
menghadapi berbagai gejolak perubahan dengan bermodalkan
ketahanan budaya dan agama.

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 mengamanatkan
bahwa dalam Pembangunan jangka Panjang Il pembangunan
pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan
memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil.
Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui
peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan lainnya, pembaruan kurikulum sesuai dengan
perkembangan iptek, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan,
serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan
sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat,
dan Pemerintah. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam
semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu didorong dan
ditingkatkan.

Selanjutnya, Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 juga
menggariskan bahwa dalam Repelita VI pendidikan nasional yang
bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan secara
terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta
pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas
pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan,
sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan
memperhatikan perkembangan. iptek. Pendidikan yang
diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
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harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan
menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya bangsa untuk selalu
berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta
mengamalkannya sehingga terwujud manusia dan masyarakat
Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas, dan menghargai setiap jenis
pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan
falsafah Pancasila.

Pembangunan pendidikan nasional dalam pembangunan
Jangka Panjang Il yang diawali dengan Repelita VI sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional merupakan
suatu pekerjaan besar. Dalam perencanaan dan pelaksanaan,
pembangunan pendidikan berpegang teguh pada sembilan asas
pembangunan nasional, yaitu asas keimanan dan ketagqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi
Pancasila, asas adil dam merata, asas keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas
kemandirian, asas kejuangan, dan asas ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Dalam pembangunan pendidikan seluruh modal dasar
pembangunan didayagunakan, terutama penduduk yang
besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial
dan produktif bagi pembangunan nasional. Upaya mendaya-
gunakan modal dasar tersebut dilaksanakan dengan
memperhatikan kualitas manusia Indonesia dan masyarakat
Indonesia dan pengusaannya terhadap iptek, serta kemungkinan
pengembangannya. Dengan demikian, potensi, inisiatif, dan
daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya
termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan pengusaan iptek.
Hal tersebut dilaksanakan dalam batas-batas mengindahkan
nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta
kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.



Pembangunan pendidikan dalam Pembangunan Jangka
Panjang Il dan Repelita VI disusun dan diselenggarakan dengan
berlandaskan pada pengarahan-pengarahan Garis-garis Besar
Haluan Negara 1993-1998 seperti tersebut di atas.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 disebutkan,
pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indo-
nesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945
diarahkan untuk kecerdasan harkat martabat bangsa,
mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman
dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas,
mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat
sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan
nasional dan bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas
manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian,
mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin,
beretos kerja, profesional, bertanggungjawab dan produktif serta
sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus
menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah
air, dan meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan
sosial, memahami sejarah bangsa yaitu sikap menghargai jasa para
pahlawan dan berorientasi ke masa depan. Iklim belajar dan
mengajar dapat menumbuhkan rasa percaya diri, maka budaya
belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh
sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk
maju.

Pendidikan nasional perlu terus ditata, dikembangkan dan
dimantapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta mengutamakan pemerataan dan
peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelaksanaan wajib
belajar 9 (sembilan) tahun. Upaya itu didukung oleh peningkatan
sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai keterpaduan
dan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi
tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
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Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi
baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun
antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya
serta antardaerah. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah
berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan perlu
disesuaikan dengan kemajuan iptek serta tuntutan perkembangan
pembangunan. Perlu pula terus dikembangkan kerja sama antara
dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan
dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga yang cakap
dan terampil bagi pembangunan sehingga tercipta keterpaduan
dengan perencanaan tenaga kerja nasional.

Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu
meningkatkan, memperluas, dan memantapkan usaha
penghayatan dan pengamalan Pancasila serta membudayakan
nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari
di segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan
Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP),
Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah Perjuangan
Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan
mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan, khususnya
nilai 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan termasuk prasekolah.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan
di semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah terus dikembangkan secara merata di seluruh tanah
air dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik
yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat,
serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Peserta didik
yang memiliki kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian
lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan pretasi dan
bakatnya.

Pembinaan pendidikan di lingkungan keluérga sebagai
tempat pendidikan pertama dan pendidikan prasekolah, disamping
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sebagal wahana sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar,
dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan
pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan pengenalan
agama, budi pekerti serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu
keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu
peletakan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan,
ketrampilan, dan daya cipta.

Pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat
kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan
pelatihan keterampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan
diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat,
bakat, keterampilan, dan kemampuan anggota masyarakat serta
menyiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar agar mampu
bekerja dan berwiraswasta serta meningkatkan martabat dan
kualitas kehidupannya.

Pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di
sekolah lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas, dan
pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan
pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang
berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, serta berkemampuan dan berketerampilan dasar
sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya atau untuk bekal
hidup dalam masyarakat.

Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan
pendidikan dasar di sekolah ditingkatkan agar mampu membentuk
pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, serta dalam rangka kebutuhan
pembangunan akan tenaga kerja yang berkemampuan dan
berketerampilan. Untuk itu, perlu diadakan penyesuaian
kurikulum dan isi pendidikannya serta penataan kelembagaan
pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan, yang
merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup
dalam masyarakat.
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Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, serta
kemampuan serta perkembangan iptek, berjiwa penuh pengabdian,
dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan
bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan iptek di
lingkungan Perguruan Tinggi ditingkatkan melalui kegiatan
penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan masa sekarang dan masa depan. Kehidupan kampus
dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis,
berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan
berkepribadian Indonesia.

Perguruan tinggi diusahakan agar mampu menyeleng-
garakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian di
bidang iptek, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat
yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan. Kegiatan mahasiswa dan ilmuwan dikembangkan .
sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, antara lain dengan
jalan mendorong pengembangan wadah disiplin keilmuan sehingga
para mahasiswa dan ilmuwan dapat meningkatkan pembangunan.
Sejalan dengan itu, terus dikembangkan iklim demokratis yang
mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar
citivas akademika secara bertanggungjawab dapat
mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik bagi
pengembangan iptek serta kebudayaan bagi pembangunan
nasional. '

Perguruan swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional terus ditingkatkan pembinaannya agar lebih berperan
dan lebih bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kualitas
serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya, serta
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus
ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian serta sikap
positif terhadap bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa
iptek. Untuk itu perlu terus ditingkatkan dan diperluas penerapan
dan penggunaannya sehingga menjangkau seluruh masyarakat
tanpa mengakibatkan pengembangan bahasa daerah sebagai salah
satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa
Indonesia. Disamping itu, perlu pula ditingkatkan kemampuan
penggunaan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berpikir
dan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam
masyarakat internasional.

Pendidikan, pengadaan, dan pembinaan guru serta tenaga
kependidikan lainnya pada semua jalur, jenis, dan jenjang
pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di seluruh tanah air. Kualitas pendidikannya
ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu dalam jumlah
yang memadai. Pengembangan karier dan kesejahteraan guru serta
tenaga kependidikan lainnya, termasuk penghargaan bagi yang
berpretasi dan yang bertugas di daerah terpencil, ditingkatkan
serta penempatannya disebar merata di seluruh tanah air sesuai
dengan kebutuhan pendidikan nasional.

Pembinaan dan pengembangan kurikulum dan isi
pendidikan, yang merupakan wahana utama pendidikan,
diusahakan agar mampu mewujudkan manusia yang berkualitas
yang dituntut oleh pembangunan bangsa dan sesuai kebutuhan
pembangunan. Kurikulum perlu terus dikembangkan secara
dinamis dengan memperhatikan dan kekhasan daerah serta
perkembangan iptek. Kurikulum dan sisi pendidikan yang memuat
pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarga
negaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur,
jenis, dan jenjang pendidikan nasional. Ilmu dasar, ilmu
pengetahuan alan (IPA) dan eksakta, ilmu pengetahuan sosial
(IPS), dan humaniora perlu dikembangkan secara serasi dan
seimbang.
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Sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan,
laboratorium, bengkel kerja, sarana keterampilan dan pelatihan
media pengajaran, teknologi pendidikan, serta fasilitas pendidikan
jasmani dikembangkan dan disebarluaskan secara merata untuk
membantu terselenggaranya dan meningkatnya kualitas
pendidikan sesuai dengan tuntutan persyaratan pendidikan serta
kebutuhan pembangunan.

Penulisan, penerjemahan, dan penggadaan buku pelajaran,
buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat,
buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku
pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu peningkatan
kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta
menumbuhkkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya dari tahun
ke tahun perlu terus ditingkatkan serta disebarkan merata di
seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dikembangkan pula
iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku
dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan
hak cipta. '

Dalam melaksanakan pendidikan kebijakan pembangunan
nasional dalam Repelita VI sesuai arahan Garis-Garis Besar Haluan
Negara 1993, disusun serangkaian kebijaksanaan meliputi
pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
Pembinaan Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
Pembinaan Pendidikan Tinggi;" Pembinaan Pendidikan Luar
Sekolah; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya;
pengembangan kurikulum; pengembangan buku; pembinaan
sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan peran serta
masyarakat termasuk dunia usaha; peningkatan efisiensi,
efektivitas dan produktivitas pendidikan.

Kebijaksanaan yang diambil dalam pembinaan pendidikan
luar sekolah adalah, program pendidikan luar sekolah di
tingkatkan dengan memperluas jenis dan jangkauan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang cenderung semakin
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beranekaragam dan diarahkan kepada peningkatan pengetahuan
dasar dan keterampilan berwiraswasta sebagai bekal kemampuan
bekerja. Kejar (kelompok belajar) Paket A dan Paket B bagi
penduduk yang tidak mampu mengikuti pendidikan dasar di
sekolah diperluas dan diarahkan untuk mendukung Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Program Pendidikan luar sekolah sebagai upaya untuk
menuntaskan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa
Indonesia dan buta pengetahuan dasar) ditingkatkan dan diperluas
jenis dan jenjangnya agar dapat menampung siswa putus sekolah
dari berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, serta anggota
masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, program
pendidikan luar sekolah diarahkan pada pemberian pengetahuan
dasar dan keterampilan berusaha secara profésional sehingga
warga belajar mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya
dan anggotanya.

Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
oleh masyarakat berupa kursus pendidikan budaya dan kegemaran
seperti keterampilan khusus, kebugaran, gizi, kesenian, dan bahasa
dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan
masyarakat yang cenderung makin canggih dan beranekaragam.

Sistem dan prosedur pembinaaan belajar usaha dan magang
bagi penduduk yang tidak sekolah sebagai salah satu bentuk
pendidikan kewiraswastaan, disempurnakan dan diselenggarakan
secara terpadu dengan berbagai program sejenis lainnya, seperti
pembinaan pengusaha lemah, dan diarahkan untuk mendukung
upaya pengentaskan rakyat kemiskinan.

Di samping itu, diupayakan pula agar pendidikan keluarga
sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah dapat meningkatkan
fungsinya untuk memberikan landasan yang kuat bagi
pembentukan kepribadian, penanaman nilai-nilai agama, nilai
budaya, nilai moral, dan nilai budi pekerti luhur.
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Program pendidikan luar sekolah mendidik warga
pendidikan masyarakat diarahkan pada usaha mendidik warga
masyarakat agar memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan
sehingga peserta didik makin mampu mengembangkan potensi
pribadi, memikul tugas dan tanggung jawab hidup bernegara serta
dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan
kesejahteraan hidupnya.

Kelompok sasaran pendidikan masyarakat adalah warga
masyarakat berusia 10 - 44 tahun yang putus sekolah atau tidak
dapat mengikuti pendidikan jalur sekolah, dan warga masyarakat
lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kemampuannya, termasuk mereka yang bergerak di sektor usaha
informal. :

Pendidikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan
pendidikan keluarga, pembinaan lembaga penitipan anak dan
kelompok bermain, serta penyelenggaraan kelompok belajar
Paket A setara dan tidak setara dengan SD, kelompok belajar
Paket B setara dengan SLTP. Kelompok belajar Paket A dan
Paket B diutamakan untuk memberantas tiga buta dan
mendukung penyelenggaraan wajib belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun. Di samping itu dilakukan pula kegiatan
pendidikan berkelanjutan melalui kelompok belajar usaha dan
magang. :

Untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan
tersebut dilakukan pengangkatan dan pelatihan tenaga
pendidikan masyarakat di berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan
kebutuhan, pengadaan buku serta sarana dan prasarana
pendidikan lainnya. Di samping itu pula, ditingkatkan
ketertiban dan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka
pengembangan keterampilan berwiraswasta peserta didik guna
meningkatkan taraf hidup. Di samping itu, dilaksanakan pula
pembinaan terhadap lembaga yang menyelenggarakan kursus bagi
masyarakat.
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Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 juga menunjukkan
betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam
Pembangunan Jangka Panjang II bagi pembangunan nasional.
Upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas seperti
yang diamanatkan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut di
tempuh melalui pembangunan berbagai bidang, terutama bidang
pendidikan dan kesehatan, serta bidang lainnya termasuk
olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga yang
merupakan bagian upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia diarahkan pada peningkatan kesehatan jamani, mental,
dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak
dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta
peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan kebanggaan
nasional.

Pembangunan olahraga ikut berperan dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang dikuman-
dangkan dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya : "... bangunlah
Jiwanya bangunlah badannya ...". Melalui olahraga yang dijadikan
sebagai kebiasaan dan pola hidup akan terbentuk manusia dengan
jasmani atau raga yang sehat dan bugar sehingga akan
meningkatkan produktivitas kerja.

Dimensi lain kegiatan olahraga adalah pencapaian prestasi
tinggi dan gelar juara serta pemecahan rekor. Dalam rangka ini
olahraga merupakan kegiatan nasional dan internasional yang
penting. Prestasi olahraga merupakan pencerminan prestasi
bangsa. Sebelum sampai pada prestasi harus dilalui tahap
pendidikan yang mendasar karena prestasi hanya dapat dicapai
melalui latihan yang teratur dan berkesinambungan yang
memerlukan tekad baja, ketekunan dan sportifitas yang tinggi.
Selain untuk meraih prestasi kegiatan olahraga juga berkembang
dalam bentuk olahraga rekreasi dengan penekanan pada
pemeliharaan kesehatan dan kesegaran jasmani serta pembinaan
mental.
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Pembangunan olahraga dilaksanakan secara merata bagi
seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air dan disesuaikan
dengan kondisi geografis dan budaya bangsa Indonesia.
Pengembangan sumber daya manusia melalui olahraga diharapkan
mampu menciptakan manusia Indonesia yang produktif, memiliki
semangat dan daya juang serta daya saing yang tinggi. Melalui
prestasi olahraga sebagai pencerminan prestasi bangsa, nama
bangsa dan negara menjadi harum di dunia sehingga meningkat
pula martabat bangsa.

Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari
pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan rangkaian aktivitas
jasmani, bermain, dan berolahraga, untuk membangun peserta
didik yang sehat dan kuat sehingga dapat menghasilkan pula
prestasi akademik yang tinggi. Selain itu, pendidikan jasmani yang
dilakukan sejak dini merupakan awal pengembangan prestasi
olahraga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan
pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar
sekolah, yang harus dilakukan sejak usia muda.

Kegiatan pendidikan, pendidikan olahraga, dan rekreasi yang
berbentuk olah raga tidak semata-mata ditujukan pada pembinaan
aspek jasmaniah seperti peningkatan keterampilan berolah raga,
pertumbuhan kesegaran jasmani dan kesehatan tetapi juga
diarahkan pada pembinaan aspek rohaniah dan mental yang
mencakup penanaman sikap dan kepribadian yang tangguh dan
ksatria.



BAB 111

PROFIL PRODUK HUKUM

A. Pendahuluan

Bab mengenai profil produk hukum di Indonesia ini
menguraikan tentang peraturan perundang-undangan sejak
keluarnya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 (selanjutnya di tulis
UUSPN), sampai dengan peraturan perundangan yang keluar pada
tahun 1995.

Walaupun isi Undang-undang No. 2 Tahun 1989 kesemuanya
baik dan sangat penting untuk dimengerti, namun dalam tulisan
ini, yang ditelaah hanya pasal-pasal yang langsung berhubungan
dengan pendidikan luar sekolah. Di samping itu juga pasal-pasal
yang memuat aturan pendidikan secara umum.

B. Undang-Undang No. 2 tahun 1989

1. Sejarah Keluarnya Undang-Undang

Penyusunan RUU Pendidikan Nasional telah dimulai sejak
tahun 1950 dengan terbentuknya Uréang-Undang Nomor 4 tahun
1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah
(lembaran Negara tahun 1950 No. 550), Undang-undang Nomor 12
tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang
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Nomor 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia tentang dasar-dasar
Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, tambahan Lembaran
Negara Nomor 550). Undang-Undang Nomor 22 tahun 1961
tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 302,
tambahan Lembaran Negara 2361) Undang-undang Nomor 14
PRPS tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara tahun 1965 tahun 81) ditingkatkan dengan
terbentuknya Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional
(KPPN) tahun 1979, yang diketahui oleh Prof. Dr. Slamet Imam
Santoso.

Sembilan tahun kemudian dalam rangka pelaksanaan
Surat Presiden Republik Indonesia, tanggal 23 Mei 1988 Nomor
R.04/PU/V/1988, perihal penyampaian rancangan Undang-Undang
Republik Indonesia tentang Pendidikan Nasional (RUU-DIKNAS).
Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
telah menyampaikan penjelasan mengenai RUU-DIKNAS
tersebut di depan Sidang paripurna DPR-RI 29 Juni 1988.

Berdasarkan penjelasan pemerintah tersebut anggota DPR-
RI melalui juru bicara fraksinya masing-masing telah
menyampaikan pemandangan umum atas RUU-DIKNAS tersebut
pada Sidang Paripurna DPR-RI pada 8-9 September 1988.
Berkenaan dengan hal itu pemerintah telah menyampaikan
jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum para anggota
DPR-RI pada 16 September 1988. Setelah penjelasan dari
pemerintah tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI pada
22 September 1988 menetapkan penangganan RUU-DIKNAS
melalui Panitia Khusus.

Keanggotaan Pansus sebanyak 71 orang. Pada 23
September 1988 ditetapkan dan disahkan oleh DPR-RI dalam
sidang plenonya guna menyampaikan RUU Pendidikan Nasional
tersebut Keanggotaan Pansus terdiri atas :



1. 28 orang dari Fraksi Karya Pembangunan anggota pengganti
14 orang.

2. 10 orang dari Fraksi ABRI, anggota pengganti 4 orang.

3. 6 orang dari Fraksi Peraturan Pembangunan, anggota
penggantinya 4 orang

4. 4 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, anggota
pengganti 2 orang.

Pada tanggal itu pula Pansus mengadakan sidang yang
pertama untuk memilih pimpinan Pansus yang terdiri atas
Dr. Bawadiman dari Fraksi Karya Pembangunan sebagai ketua H
Sulaiman Tjakrawigunan, SH dari Fraksi Karya Pembangunan
sebagai wakil ketua, Soerjo Mardijo dari Fraksi ABRI sebagai wakil
ketua, H. Imam Sofyan dari Fraksi Persatuan Pembangunan
sebagai wakil ketua dan B.N. Marbun, SH dari Fraksi Demokrasi
Indonesia sebagai wakil ketua.

Pada 26 September 1988 diadakan rapat Pansus dengan
pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di
Gedung DPR-RI untuk mensyahkan jadwal acara rapat Pansus.
Sejak 28 September 1988 sampai 25 Desember 1988 dilangsungkan
rapat Pansus dengan hasil yang pada garis besarnya terdiri atas :

1. Materi RUU-DIKNAS yang langsung disahkan oleh Pansus

2. Materi RUU-DIKNAS yang diserahkan untuk disempurnakan
rumusannya oleh Tim Perumus dan Tim Kecil.

3. Materi RUU-DIKNAS yang akan dibahas secara mendalam
dalam Rapat Panitia Kerja yang dimulai pada 9 Januari 1989.

Seluruh pembahasan RUU-DIKNAS yang diajukan oleh
Pemerintah berhasil dirampungkan oleh DPR demikian ditegaskan
ketua Pansus RUU Pendidikan Nasional di Jakarta. Walaupun
demikian dua bab tambahan selain RUU pada awal diajukan berisi
18 bab tersebut, antara lain bab mengenai hari-hari libur sekolah
dan bab Badan pertimbangan Pendidikan Nasional segera dibahas
Tim perumus dan seluruhnya RUU tersebut tidak satu keputusan
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keputusan yang diambil tanpa permufakatan semua pihak. Oleh
karena itu selama pembahasan berlangsung sama sekali tidak ada
pihak yang bersikeras mempertahankan pendapatnya yang menuju
kepada penggunaan voting. Dilain pihak pemerintah juga berupa
dapat menerima segala aspirasi fraksi, termasuk fraksi yang
terkecil. Dengan aklamasi RUU Sistem Pendidikan Nasional hasil
Pansus disetujui sidang Paripurna DPR menjadi UU Sistem
Pendidikan Nasional pada 6 maret 1989.

Pada 27 Maret 1989, lima tahun lalu Undang-Undang Nomor
2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)
ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Penandatanganan itu
menandai suatu babak dalam sejarah pendidikan nasional, karena
dengan adanya UU-SPN penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional menjadi mempunyai dasar hukum yang kuat, jelas, dan
utuh. Di sebut utuh karena sebelumnya tidak kurang dari lima
UU yang mengatur secara parsial pendidikan nasional.

Dengan disahkan UUSPN itu juga maka berakhir sudah
proses panjang untuk melahirkan undang-undang ini, yang
memakan waktu tidak kurang dari seperempat abad, mulai dari
embrio dalam bentuk gagasan sampai bentuk final.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dari Sudut Hukum

Undang-undang merupakan ketentuan hukum, yang
berfungsi sebagai pengatur hubungan antar individu dengan
individu, individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan
kelompok lain dilingkungan suatu masyarakat atau bangsa.
Salah satu undang-undang yang berlaku di Indonesia
adalah Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang berfungsi juga seperti yang disebutkan
di atas. Hubungan yang diatur dalam undang-undang tersebut
terbatas pada bidang pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Oleh karena itu di dalamnya haruslah dapat melindungi
dan membatasi berbagai kepentingan yang berbeda agar tidak
terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
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sistem pendidikan nasional, sehingga dapat berjalan dengan lancar.
Dengan kata lain di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 harus
mampu mengoreksi tindakan-tindakan anggota masyarakat agar
disukai dan tidak disukainya, menghormati dan bahkan mentaati
kaidah-kaidah hukum yang telah di aturnya dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 sebagai ketentuan hukum
adalah himpunan norma-norma yang mengatur hubungan sosial
yang bersifat hubungan hukum, dapat memberikan hak dan
wewenang kepada seseorang atau suatu badan yang ikut serta
menyelenggarakan pendidikan nasional di wilayah Republik In-
donesia. Wewenang atau hak itu harus dijalankan dalam rangka
memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan atau
badan yang mungkin bertentangan, sehingga terwujud keadilan,
kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam menyelenggarakan
pendidikan nasional (H. Nawawi dan H. Mimi Martini, 1994 : 76).

Pada alasan "menimbang" ditetapkannya Undang-undang
No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan
sebagai berikut :

1.  Untuk mewujudkan amanah Undang-undang Dasar 1945 bahwa
pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggara-
kan satu sistem pengajaran nasional, sebagai upaya untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang.

2. Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan,
sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mening-
katkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkin
kan warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan
aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila,
yang dikendalikan dengan sebuah undang-undang.

3. Untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan
pendidikan nasional, sebagai perwujudan pembangunan
nasional di bidang pendidikan, yang dikendalikan dengan sebuah
undang-undang.
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Untuk mengganti semua perundang-undangan di bidang
pendidikan, dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembang-
annya sebagai suatu sistem.

Untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk
undang-undang guna ikut memantapkan ketahanan nasional
serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada
kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan
Bhinekka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.

Ketentuan Umum

Pasal 1 UUSPN memuat istilah-istilah yang dirumuskan

dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian atas
UUSPN serta peraturan pelaksanaannya. Istilah-istilah tersebut
adalah :

Dalam UUSPN yang dimaksud dengan :

1.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta
didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan
bagi peranannya di masa yang akan datang;

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada
kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang
terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang
berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya
tujuan pendidikan nasional;

Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan
sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya;

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan
berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat per-
kembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman
bahan pengajaran;
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6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur,
jenjang dan jenis pendidikan tertentu,

7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;

8 Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas
membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang
pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana,
sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan
didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik
dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,;

11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;

12. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab atas bidang
pendidikan nasional.

4. Hak Warga Negara

Bab III UUSPN menetapkan mengenai hak warga negara
untuk memperoleh pendidikan, yaitu sebagai berikut, "Setiap
warga negara mempunyal hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan". Aturan tersebut dimuat pada pasal 5. Adapun
penjelasannya adalah, "Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga
negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu,
pengaturan pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi arti
keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara untuk
memperoleh pendidikan". Pasal in1 tidak berat penekanannya pada
kata "hak".
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Selain pasal 5, hak warga negara untuk memperoleh
pendidikan, dimuat dalam pasal 6 yang berbunyi, "Setiap warga
negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk
mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan
dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tatanan pendidikan
dasar".

Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi :

"Pasal ini memberikan pedoman bahwa pendidikan dasar
mempunyai fungsi untuk mempersiapkan bekal dasar bagi
pengembangan kehidupan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
yang diperlukan oleh setiap warga negara sekurang-kurangnya
setara dengan pendidikan dasar dalam membekali dirinya".

Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan
pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya, atau sering
disebut pendidikan itu adalah seumur hidup. Walaupun sebagai
anggota masyarakat ia tidak diharapkan untuk terus menerus
belajar tanpa mengabaikan kemampuan yang diperolehnya untuk
kepentingan masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh, baik melalui
jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Sistem pendidikan nasional memberi kesempatan belajar
yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu
dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak
dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama,
ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi,
kecuali apabila ada suatu atau kegiatan pendidikan yang memiliki
kekhususan yang harus diindahkan.

Pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan luar sekolah
adalah pasal 9 dan 10, yang terangkum pada bab IV UUSPN, yaitu
tentang satuan, jalur dan jenis pendidikan.

Pasal 9 berbunyi :
(1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar
mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
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(2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian
dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan.

(3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga kelompok
belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Dari ketiga ayat di atas yang ada penjelasannya hanya ayat 1,
berbunyi :

(1) Satuan pendidikan dapat terwujud suatu sekolah, kursus,
kelompok belajar, ataupun bentuk lain, baik yang menempati
bangunan tertentu maupun tidak, seperti satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.

Pasal selanjutnya adalah pasal 10 yang berbunyi :

(1) Penyeleggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua)
jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur
pendidikan luar sekolah.

(2) dJalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar
secara berjenjang dan berkesinambungan.

(3)  Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar
mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

(4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan
luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang
memberikan keyakinan agama, nilai moral dan keterampilan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang tidak ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasannya adalah :

(1) Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan melalui prasarana yang dilembagakan.
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Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di luar sekolah baik yang dilembagakan
maupun tidak. Ciri-ciri yang membedakan pendidikan luar
sekolah dengan pendidikan sekolah adalah keluasaan
pendidikan luar sekolah berkenaan = waktu dan lama belajar,
usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan
pengajaran dan cara penilaian hasil belajar.

Ayat (2), (3), dan (4) ditulis cukup jelas, sedangkan penjelasan
untuk ayat (5) adalah :

(5) Keluarga merupakan pendidikan yang penting peranannya,
dalam upaya pendidikan umumnya, Pemerintah mengakui
kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan
dalam lingkungan sendiri.

Pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah
merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui pengalaman seumur hidup. Pendidikan dalam keluarga
memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai
moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan,
keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga
yang bersangkutan.

Dalam rangka peningkatan peran serta keluarga, masyarakat
dan pemerintahan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional,
maka semua pihak perlu berusaha untuk menciptakan suasana
lingkungan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan
nasional. Dalam hubungan ini, maka pengadaan dan
pendayagunaan sumber daya pendidikan, baik yang disediakan
oleh pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi
sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan
material.



BAB IV

TEMUAN DAN KENDALA PELAKSANAAN
TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA
DAN OLAH RAGA

A. PP. No. 73 Tahun 1991 (Pendidikan Luar Sekolah
Pemuda dan Olahraga)

Penjelasan umum tentang pendidikan luar sekolah adalah
sebagai berikut: di negara Republik Indonesia, kegiatan
pendidikan, baik untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun
masyarakat, bangsa dan negara, dibagi dalam dua golongan sebagai
bagian dari satu sistem pendidikan nasional, yaitu jalur pendidikan
sekolah dan pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah yang sangat mendasar sifatnya
adalah pendidikan keluarga. Meskipun pendidikan keluarga amat
penting, yang bahkan meletakkan dasar-dasar kesiapan hidup
sebagal anggota masyarakat, pengaturannya merupakan
wewenang keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang
memerlukan bantuan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan
di lingkungannya dapat memperoleh bantuan melalui
keikutsertaan orang tua dalam kelompok belajar, kursus atau
kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat
dikaji sendiri.
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Pendidikan luar sekolah menambah dan melengkapi
pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan oleh jalur pendidikan
sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki keleluasaan jauh lebih
besar daripada pendidikan sekolah untuk secara cepat disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, apalagi
sebagai perwujudan ikhtiar pembangunan nasional. Perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung semakin
cepat menimbulkan kebutuhan yang beraneka ragam, semakin
luas dan semakin banyak untuk memperoleh informasi,
pengetahuan dan keterampilan.

Kemakmuran yang bertambah luas memungkinkan lebih
banyak anggota masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan
budaya. Banyak kegiatan pendidikan dalam bidang kebudayaan
tidak dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah.

Banyak kegiatan pendidikan dalam kehidupan keagamaan
juga tidak dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan sekolah.
Bahkan berbagai bentuk kegiatan pendidikan Pondok Pesantren,
Majelis Taklim, kelompok pengajian telah ada lama sebelum
pendidikan sekolah diadakan, sedangkan berbagai bentuk
pendidikan dalam kehidupan keagamaan yang baru di luar sekolah
lahir sebagai akibat terjadinya perubahan dalam berbagai bidang
kehidupan.

Perkembangan industri serta pertumbuhan perusahaan
kecil, menengah maupun besar menuntut tersedianya :
1. Tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan
pengetahuan.
2. Tenaga kerja yang terlatih untuk dapat menyelenggarakan
kegiatan tertentu.

Pendidikan sekolah pada umumnya tidak menghasilkan lulusan
yang siap kerja, tetapi kelulusan yang siap latih. Oleh sebab itu,
pendidikan luar sekolah juga merupakan jembatan antara
pendidikan sekolah dan dunia kerja. Berbagai kursus dan bentuk
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latihan kerja yang lain memungkinkan lulusan sekolah-sekolah
jenis tertentu memperoleh kemampuan kerja yang diperlukan di
dunia kerja.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah pada
umumnya tidak terpusat, lebih terbuka dalam penerimaan peserta
didik dan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat.

Kegiatan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah
diadakan juga untuk memungkinkan anggota masyarakat yang
tidak mendapat kesempatan bersekolah di jenjang pendidikan
dasar melalui program-program yang khusus diadakan untuk
mereka, sehingga wajib belajar bagi warga negara sesuai dengan
usia yang bersangkutan dapat terwujud sepenuhnya.

Pendidikan luar sekolah seiring dengan pendidikan sekolah
memungkinkan manusia Indonesia sepanjang hayatnya mendapat
kesempatan untuk memperoleh pendidikan bilamana ia
memerlukannya.

Kebanyakan kegiatan luar sekolah diselenggarakan atas
prakarsa dan upaya masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan pihak-pihak yang bersangkutan. Peluang amat luas
dalam jalur pendidikan luar sekolah untuk mengajar, membimbing,
dan/atau melatih di satu pihak serta untuk belajar dan berlatih di
lain pihak memungkinkan untuk memperoleh pendidikan yang
tidak dapat diperoleh di jalur pendidikan sekolah.

Sistem pendidikan nasional memungkinkan peserta didik
yang memenuhi persyaratan dengan mudah dapat berpindah dari
jalur pendidikan luar sekolah ke jalur pendidikan sekolah dan
sebaliknya.

Selama ini telah banyak sorotan mengenai dunia pendidikan
di negara kita, baik mengenai; kurikulum, tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana maupun biaya pendidikan. Di samping itu
Jjuga ada ciri yang sangat menonjol dalam dunia pendidikan kita,
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yaitu besarnya perhatian pada pendidikan formal atau pendidikan
sekolah, sementara pendidikan luar sekolah agak terabaikan.
Kenyataannya memang pendidikan sekolah merupakan tumpuan
utama bagi pengembangan sumber daya menusia.

Dewasa ini pemerintah sedang giat-giatnya mengembangkan
program link and match (keterkaitan dan kesepadanan) dalam
dunia pendidikan, untuk menjawab tantangan kebutuhan dunia
kerja yang profesional. Seiring dengan program tersebut maka
pendidikan kejuruan yang selama ini agak terlupakan seperti hidup
kembali. Fenomena tersebut secara tidak langsung telah
melegitimasi bagi keberadaan dunia pendidikan luar sekolah.
Pendidikan luar sekolah setidaknya mencerminkan prinsip link
and macth karena dikembangkan berdasarkan tututan dari dunia
kerja.

Pendidikan luar sekolah dipahami sebagai suatu aktivitas
pendidikan yang diorganisasikan dan berada di luar sistem
pendidikan sekolah yang sudah mapan, yang berorientasi
pada ciri-ciri warga belajar. dalam mencapai tujuan pendidikan.
Pendidikan luar sekolah merupakan jalan tengah yang memiliki
potensi besar dalam pengembangan sumber daya menusia
bagi masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan
lebih tinggi. Sistem pendidikan ini juga menggunakan pendekatan
praktis, dimana dalam sistem belajar-mengajarnya lebih
menitik beratkan pada penguasaan keterampilan tertentu
sehingga bagi warga belajar yang telah mengikutinya memiliki
bekal yang langsung dapat diaplikasikan dalam bidang
pekerjaan.

Keunggulan pendidikan luar sekolah sebenarnya terletak
pada strategi yang fleksibilitasnya serta orientasinya pada
pemenuhan kebutuhan yang diharapkan warga belajar yang
cenderung sangat beragam. Maka dalam pelaksanaannya tugas
mengembangkan pendidikan luar sekolah bukan hanya monopoli
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja.
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B. Uraian Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Dalam Paraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselengga-
rakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak.

2. Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar
di jalur pendidikan luar sekolah.

3. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah
yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling
membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka
meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.

4. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri
atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan
pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi
warga belajar.

5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

6. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggungjawab atas penye-

~J

lenggaraan satuan pendidikan luar sekolah di luar lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan
luar sekolah.

Dalam Pasal 1 tersebut di atas prinsipnya berisi istilah-istilah

yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah. Batasan atau
definisi tersebut dibuat agar tidak terjadi kerancuan dalam
mengartikan istilah-istilah yang ada.

Tujuan dari pendidikan luar sekolah dicantumkan dalam pasal

2, yang berbunyi :



(1).
(2).

3).
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Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang;

Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, kete-
rampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengem-
bangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan
ketingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan

Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat
dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Penjelasan pada pasal ini

(2)

3)

Jenjang adalah jenjang sebagaimana dimaksud dalam jalur
pendidikan sekolah.

Jenjang tersebut adalah jenjang pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi, dan selain itu ada jenjang pendidikan
prasekolah.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
ini penyelenggaraan pendidikan luar sekolah berpedoman
pada tujuan pendidikan nasional.

Jenis-jenis pendidikan yang ada dalam pendidikan luar

sekolah tercantum dalam pasal 3, yaitu :

(1)

(3.

Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum,
pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan
kejuruan. :

Pendidikan umum merupakan pendidikan yang menguta-
makan perluasan dan peningkatan keterampilan dan sikap
warga belajar dalam bidang tertentu.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang memper-
siapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang
menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang
bersangkutan.

Pendidikan jabatan kerja merupakan pendidikan yang berusaha
meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap warga
belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu pada
satuan kerja yang bersangkutan.
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(5). Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha
meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedina-
san untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen
atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

(6). Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memper-
siapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

(7). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan (6) diatur oleh Menteri
atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen.

Penjelasan untuk ayat tersebut ditulis dengan keterangan
"cukup jelas". Tetapi untuk memudahkan pemahaman, maka
diambilkan penjelasan untuk masalah yang sama dari Undang-
undang No. 2 Tahun 1989 yaitu sebagai berikut :

Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada semua jenjang
pendidikan.

Pendidikan umum diselenggarakan pada jenjang pendidikan
dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Pendidikan kedinasan diselenggarakan pada jejang
pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

Bab IV dari Peraturan Pemerintah No. 73/1991, pasal 4 dan
5 mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4 berbunyi : "Persyaratan untuk menyelenggarakan
pendidikan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah
berkonsultasi dengan Menteri".

Pasal 5 berbunyi:

(1) Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas
Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar
sekolah yang diselenggarakannya.
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(2) Masyarakat dapat menyelenggarakan semua jenis pendidikan
luar sekolah kecuali pendidikan kedinasan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah
berkonsultasi dengan Menteri.

Dalam pasal 5 dengan tegas telah disebutkan bahwa
masyarakat bisa menyelenggarakan pendidikan luar sekolah,
disamping pemerintah. Undang-undang no. 2 Tahun 1989 juga
menyebutkan bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah.
Khusus dalam pendidikan luar sekolah, maka bentuk satuan
pendidikan ini perbandingan antara yang diselenggarakan
pemerintah dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dari
sekian ribu lembaga pendidikan luar sekolah, maka yang paling
banyak ada di daerah perkotaan, sedangkan yang ada di pedesaan
masih sedikit. Pendidikan luar sekolah yang berada di perkotaan
tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, jenis keterampilan
yang ditawarkannyapun sangat beragam. Segi pengelolaanya pun
tidak kalah dengan pendidikan sekolah. Sementara pendidikan
luar sekolah di pedesaan nyaris tidak dapat berkembang, kecuali
beberapa yang dirintis oleh pemerintah. Oleh karena itu, yang
menjadi ganjalan adalah sejauh manakah pihak swasta
(masyarakat) akan mengabdikan dirinya pada pengembangan
pendidikan luar sekolah di pedesaan.

Ada contoh menarik tentang pendidikan luar sekolah ini,
yaitu Yayasan Bina Muallaf Indonesia (YABUMI), yang mencoba
membina keimanan para Muallaf lewat keterampilan dan
pendidikan. Kegiatan ini dimonitor dari kota Yogyakarta, dan
sebagian kegiatannya berada di daerah Salam, Magelang yang
banyak melibatkan tenaga kerja dari kaum Muallaf. Usaha yang
dilaksanakan antara lain pengajian rutin, pendirian lembaga
pendidikan luar sekolah, juga dalam pendidikan formal serta
lembaga keterampilan dan balai latihan kerja (Republika, 13 Mei
1994).
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Pendidikan luar sekolah yang tersebar di masyarakat
kebanyakan penyelenggaranya adalah pihak swasta atau
masyarakat, sedangkan yang dikelola oleh Pemerintah relatif
sedikit dan umumnya tidak banyak ragamnya seperti yang swasta.
Selain di model pendidikannya juga lain. Seperti yang terjadi di
Daerah Istimewa Yogyakarta, pendidikan luar sekolah yang
diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini kegiatan olah raga
(jantung sehat). Kegiatan seperti ini pada awalnya menyerap
banyak peminat, namun pada bulan kedua dan seterusnya,
pesertanya kian menipis dan akhirnya macet. Juga dalam
pendidikan keterampilan seperti menjahit, paling hanya diberikan
selama 3 bulan dengan latihan dan teori 3 kali seminggu. Maka
dalam waktu yang hanya relatif pendek, para peserta didik banyak
yang belum bisa menguasai materi yang diajarkan. Akibatnya pro-
gram tersebut akhirnya hanyalah sebuah kegiatan yang mubazir.

Kegiatan seperti yang tersebut di atas, pelaksanaanya atau
yang diberi tugas adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang
merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan
Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Sanggar Kegiatan Belajar atau biasa
disebut sanggar berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya. Disamping tugas maka fungsi dari SKB,
salah satunya adalah melakukan kegiatan pendidikan luar sekolah
pemuda dan olahraga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
segala aspek kehidupan. Kedudukan, tugas dan fungsi dari SKB
dimuat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 036/0/1989. Dalam merealisasikan butir-butir fungsinya
tersebut, hendaknya SKB melakukannya dengan cara yang
berkelanjutan, sehingga tidak menjadi kegiatan yang sia-sia belaka.

Walaupun dalam penjelasannya pasal di atas dianggap sudah
cukup jelas, namun perlu untuk dicermati lagi tentang
penyelenggaraan pendidikan ini. Kriteria umum yang dapat
dianggap menunjang untuk memenuhi persyaratan dalam
pendirian pendidikan luar sekolah antara lain haruslah ada:
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Peserta didik,

Tenaga pendidik,

Kurikulum,

Sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan
penyelenggaan pendidikan,

Tempat belajar,

Buku pelajaran dan peralatan pendidikan.

00 B

o on

Ketentuan di atas ada dalam Peraturan Pemerintah tentang
pendidikan dasar dan menengah, dalam pendidikan tinggi lebih
dirinci lagi. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah tentang
pendidikan luar sekolah ini belum ada penjelasannya.

Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan luar sekolah di
muat dalam pasal 6 sampai 8.

Pasal 6

(1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri
atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik,
peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan,
laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.

(2) Jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sesuai dengan fungsinya ditetapkan oleh Menteri, atau
menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 7 :

(1) Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan
kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki
kualifikasi sebagai tenaga pendidik.

(2) Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu terdiri
atas tenaga yang memiliki tanda kemampuan dan kewenangan
yang disahkan oleh Pemerintah maupun yang tidak disahkan.

(3) Jenis tenaga pendidik yang memerlukan pengesahan
Pemerintah ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah
berkonsultasi dengan Menteri.



45

Pasal 8

(1) Tenaga pendidikan tertentu yang karena kebutuhan kualifikasi
tertentu, diwajibkan mendaftarkan diri pada instansi yang
ditunjuk oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi
dengan Menteri.

Jenis tenaga pendidik pada pendidikan luar sekolah baik
pendidikan yang diusahakan oleh masyarakat ataupun oleh
pemerintah seperti dalam pemberantasan 3 (tiga) buta, yaitu buta
aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan
dasar, banyak dilakukan oleh tenaga pendidik yang tidak
berkualifikasi sebagail tenaga pendidik. Disamping dalam
pemberantasan tiga buta kiprah tenaga pendidik yang
berkualifikasi ada dalam berbagai bidang keterampilan lainnya.

Tenaga pendidik yang sekarang marak di masyarakat adalah
mereka yang berkecimpung sebagai tutor (tenaga pendidik) untuk
pemberantasan tiga buta. Tenaga pendidik ini sangat beragam,
ada yang berasal dari ABRI, dari kelompok Dharma Wanita,
penggerak PKK, atau bahkan dari kalangan pesantren. Umumnya
mereka semua tidak mempunyai kualifikasi sebagai tenaga
pengajar. Tapi karena kepeduliannya pada program pemerintah
mengenai pemberantasan tiga buta, maka partisipasinya dalam
program tersebut sangat mendukung usaha pemerintah.

Walaupun usaha di atas sangat simpatik, namun banyak
ditulis di surat kabar yang menyangsikan tentang kemampuan
penyampaian dalam pengajaran (Suara Karya, 9 September 1995).
Kenyataan memang tenaga pengajar untuk tutorial Kejar Paket A
tidak harus seorang guru.
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Mengenai hak seorang tenaga pengajar, terutama dalam hal
penghasilan, honor seorang tenaga pengajar untuk Kejar Paket A
yang dilakukan oleh Pemerintah tergolong kecil, ada yang
menerima sekitar Rp. 36.000,- setahun (Suara Karya, 25 April
1995). Dana sebesar itu diistilahkan sebagai jasa pengabdian
selama setahun dalam program tutorial.

Mengingat tingginya angka buta huruf di Indonesia, yaitu
sekitar 12,74% (Kompas, 29 Juli 1995) hendaknya usaha
pemerintah dalam bidang ini lebih digiatkan lagi. Pengadaan
tenaga pendidik untuk diterjunkan sebagai tutor dalam Kejar Paket
A dan B lebih diperbanyak dan diperhatikan penghasilannya.
Apabila dalam rangka mewujudkan kegiatan wajib belajar (wajar)
9 tahun.

Tenaga kependidikan mempunyai tugas, kewajiban, dan hak-
hak yang juga perlu diperhatikan. Walaupun dalam Peraturan
Pemerintah ini tidak ada penjelasannya, namun bisa dirujuk dari
Undang-undang No. 2/1989 (UUSPN), yaitu pasal 30 sampai 32.

Hak-hak tenaga pendidik antara lain: memperoleh
penghasilan, memperoleh pembinaan karier, mendapatkan
perlindungan hukum, memperoleh penghargaan dan dapat
menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan dalam
melakukan tugasnya.

Kewajibannya antara lain : membina loyalitas pribadi dan
peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945; menjunjung tinggi kebudayaan bangsa,;
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
pengabdian; meningkatkan kemampuan profesional dan menjaga
nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat,
bangsa, dan negara.

Mengenai warga belajar, baik persyaratan, hak mapun
kewajiban diatur dalam pasal 9 sampai pasal 11.
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Pasal 9 berbunyi :

(1)

(2)

Setiap orang dapat menjadi warga belajar baik dengan maupun
tanpa memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi
warga belajar pada satuan pendidikan luar sekolah tertentu
ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi
dengan Menteri.

Penjelasan yang ada adalah untuk ayat (2), berbunyi: "Satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud alam ayat ini adalah satuan
pendidikan yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah".

Pasal 10

(1)

Warga belajar mempunyai hak :

1. Belajar secara mandiri;

2. Memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak
wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga penyelenggara
pendidikan yang bersangkutan;

3. Memperoleh hasil penilaian belajarnya;

4. Pindah kejalur pendidikan sekolah bilamana memenuhi
persyaratan satuan pendidikan yang hendak dimasuki.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi
dengan Menteri.

Penjelasan untuk pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 10.

Ayat (1) :

Angka 1 : Setiap orang dapat memperoleh pengetahuan,

kemampuan dan/atau keterampilan secara belajar
sendiri. Hasil belajarnya dapat dinilai untuk
memperoleh pengakuan kesetaraan dengan pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar atau pendidikan
menengah dan kelas tertentu di jalur pendidikan
sekolah.
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Angka 2 sampai 4 cukup jelas.

ayat (2) : Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimasud dalam
ayat ini meliputi pula pengaturan kewenangan dan
kriteria penetapan kesetaraan pendidikan luar sekolah
dengan pendidikan sekolah.

Dalam ayat (1) angka 4, dituliskan bila memenuhi
persyaratan peserta didik bisa pindah ke jalur pendidikan sekolah.
Masalah pindah jalur ini akan menjadi suatu pertanyaan tersendiri.
Kriteria apa yang harus dipenuhi oleh seorang peserta didik agar
dia dapat diterima (pindah) ke jalur pendidikan sekolah. Sebab
selama ini pendidikan luar sekolah dianggap sebagai pendidikan
"kelas dua", dan memang anggapan umum bahwa pendidikan
sekolah merupakan tumpuan harapan untuk meraih kesuksesan
(kerja). Oleh karena adanya anggapan seperti itu, walaupun dalam
peraturannya jelas dan tegas, tidak jarang dalam kenyataan atau
pelaksanaannya, akan banyak timbul masalah. Pindah jalur ini
dalam pasal dan ayat yang lainnya masih akan dibahas lagi, yaitu
pasal 14 ayat (2).

Di samping mempunyai hak, warga belajar juga mempunyai
kewajiban yang harus dipenuhi, tertuang dalam pasal 11 yang
berbunyi :

(1) Warga belajar berkewajiban untuk :

1. Tkut menanggung penyelenggaraan pendidikan, kecuali
warga belajar yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

3. Menghormati tenaga kependidikan;

4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan,
ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan luar
sekolah yang bersangkutan.

(2) © Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi
dengan Menteri.

Ko
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Penjelasan pasal tersebut "cukup jelas", tetapi bisa
ditambahkan bahwa ikut menanggung biaya ini untuk program
yang diwajibkan oleh pemerintah, seperti wajib belajar 9 (sembilan)
tahun, yang di dalam pendidikan luar sekolah bisa dilaksanakan
atau dirujukkan ke aturan tentang Kejar Paket A dan B, semestinya
semua biaya ditanggung oleh Pemerintah. Adapun warga belajar
yang dibebaskan dari kewajiban tersebut bisa dari berbagai segi,
seperti yang sekarang banyak berjalan di berbagai kota :
Yogyakarta, Jakarta, Solo, dan lainnya, yaitu dengan membebaskan
warga belajar dari biaya kursus bagi mereka yang mendapat
rangking 1-5. Strategi ini sekaligus untuk menarik minat
konsumen untuk memasuki lembaga pendidikan/kursus itu. Selain
itu juga mungkin kerena kondisi perekonomian, sehingga warga
belajar mendapat dispensasi.

Kewajiban disini semestinya mempunyai sangsi. Sebab yang
dinamakan wajib, jika tidak dilaksanakan berarti boleh dibilang
sudah melanggar aturan. Oleh karena itu aturan-aturan yang
seperti apa dan bagaimana yang dianggap melanggar kewajiban
sebagai anggota warga belajar. Dan bagaimana pula sangsi-
sangsinya jika ada yang melanggarnya.

Pasal selanjutnya yaitu pasal 12 dan 13 berisi tentang aturan
mengenal kurikulum.

Pasal 12

(1) Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan bimbingan
pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk
mencapai kemampuan tertentu;

(2)  Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
tertulis dan tidak tertulis.

(3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi
dengan Menter:.
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Pasal 13

(1) Kurikulum yang tidak termasuk dalam ayat (1) ditetapkan
oleh penyelenggara satuan pendidikan yang berdasarkan
ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Kedua pasal di atas dalam penjelasannya, ditulis dengan kata
"cukup jelas", namun bisa ditambahkan penjelasan yang ada pada
Undang-undang No. 2 Tahun 1989, yaitu untuk menambah
penjelasan pasal 13 ayat (2). Bahwa kurikulum yang dimaksud
(kurikulum yang berlaku secara nasional) terdapat pada jalur
pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah.
Dan masing-masing satuan pendidikan dapat menambah
mata pelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan
serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. Semua
tambahan tersebut tidak mengurangi kurikulum yang berlaku
secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan dan jiwa
pendidikan nasional.

Berkaitan dengan masalah kurikulum, maka layaklah
anggapan bahwa kurikulum bisa disebut sebagai strategi
pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Bila titik
berat pembangunan pada PJP II adalah industrialisasi, maka
kurikulum masa depan harus berwawasan industrial, yakni yang
relevan dengan masyarakat teknologis. Presiden dalam
pengarahannya di depan sidang Rakernas Depdikbud tanggal
7 Juni 1994 antara lain menekankan pentingnya pembangunan
pendidikan yang sesuai dengan kemajuan teknologi serta tuntutan
pembangunan nasional. Di samping itu juga agar tercipta
kerja sama antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia
industri.

Melihat itu semua maka adanya kurikulum yang memadai
dan bisa menampung konsep pendidikan lind and match, seperti
yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan
sekarang giat digalakkan cepat bisa terwujud.
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Khusus pada pendidikan luar sekolah, maka adanya
keseragaman dan standardisasi kurikulum perlu mendapat
perhatian lagi. Seyogiayalah kurikulum dibuat seluwes mungkin,
agar sikap, wawasan dan pola pikir ke arah industrialisasi secara
bertahap dapat diajarkan pada peserta didik.

Dalam bab VIII, berisi tentang bentuk satuan pendidikan,
yang pertama adalah kursus, dimuat dalam pasal 14 sampai pasal
16. '

Pasal 14

(1)  Kursus diselenggrakan bagi warga belajar yang memerlukan
bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah
dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang yang lebih
tinggi.

(2) Warga belajar pada kursus yang menyelenggarakan program
Paket A dan B memungkinkan untuk pindah ke jalur pendidikan
sekolah. -

Penjelasan pada pasal ini1 dianggap sudah cukup jelas.

Untuk ayat (1), kursus-kursus yang ada dibagi dalam sepuluh
rumpun besar, yakni : bahasa, jasa, keolahragaan, kesehatan,
kerumahtanggaan, teknik perambahan, pertanian, industri
kerajinan, kesenian, dan kursus. Pembinaan dari kursus-kursus
tersebut dibagi dalam dua binaan. Masing-masing bernaung di
bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen
Tenaga Kerja. Umumnya kursus yang dibina oleh Departemen
Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga
kerja. Sedangkan kursus yang dibina oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan umumnya bersifat mendesak, artinya membuat
masyarakat yang tidak punya keterampilan atau putus sekolah,
menjadi manusia-manusia yang mandiri.

Pada dasarnya warga belajar yang mengikuti kursus tertentu
dalam pendidikan luar sekolah mempunyai tuntutan ke lapangan
kerja. Baik itu dari lembaga kursus yang diselenggarakan oleh
Pemerintah maupun oleh swasta.
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Ayat (2) yang dengan tegas mengatur tentang kepindahan
belajar program Paket A dan B ke jalur pendidikan sekolah, namun
kenyataan aturan yang lebih rinci tentang ini belum ada. Seperti
dalam hal siapa yang berhak menilai atau berhak memberikan
ujian jika ada warga belajar yang akan pindah ke jalur pendidikan
sekolah. Sebab menurut logika, kata pindah ini maksudnya mereka
masih berada dalam pendidikan luar sekolah dan hendak ke jalur
pendidikan sekolah. Jadi bukan mereka sudah lulus dari program
pendidikan luar sekolah (Program Paket A) dan hendak
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di jalur pendidikan
sekolah. '

Selama ini yang sudah berjalan di beberapa daerah adalah
berusaha untuk menuju ke arah perbaikan kualitas pelaksanaan
Kejar Paket A dan B. Antara lain dengan jalan menginduk pada
sekolah negeri terdekat, dan dengan guru-guru yang setingkat
(khusus untuk bidang studi tertentu seperti: IPA, Bahasa Inggris,
Bahasa Indonesia, dan sebagainnya). Dengan cara itupun masih
timbul suatu pertanyaan, apakah dengan menginduk pada sekolah
negeri terdekat dan dengan tentor seorang guru, bisa menjadi
jaminan? mampukah para warga belajar Kerja Paket A dab B
eksistensinya sama dengan siswa SD dan SMP? Pada gilirannya
kelak, jika mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dan
mengantongi ijazah yang pengakuannya sama, secara umum dia
pun mempunyai hak yang sama. Dalam hal persamaan eksistensi
setelah mendapatkan ijazah saja, banyak timbul pertanyaan, lalu
bagaimana dengan pelaksanaan dari aturan yang menyebutkan
kepindahan ke jalur sekolah. Sementara pada saat itu, mereka
masih dalam masa studi di jalur pendidikan luar sekolah dalam
program Kejar Paket A dan B.

Ayat tersebut menarik untuk dicermati lebih lanjut, sebab
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Pro-
gram Paket B, itupun belum memuat mengenai kepindahan jalur.
Bagaimana syarat dan ketentuannya.
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Sementara itu fungsi dan tujuan dari diselenggarakannya
program Paket A dan B adalah untuk :

1). Memberi layanan pendidikan melalui jalur pendidikan luar
sekolah bagi warga belajar yang tidak atau belum mendapat
pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah agar
memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
yang setara dengan pengetahuan, kemampuan, keterampilan,
dan sikap tamatan pendidikan dasar.

2). Mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar,
terutama bagi anak usia pendidikan dasar yang karena faktor
ekonomi, geografi, sosial, dan lainnya tidak atau/dan belum
dapat mengikuti program pendidikan di sekolah. Fungsi
tersebut dimuat dalam pasal 2 Kepmen No 0131/U.1993.

Sedangkan tujuannya ada dalam pasal 3, yaitu :

1). Program Paket A bertujuan memberikan bekal kemampuan
dasar "baca-tulis-hitung", pengetahuan dan keterampilan
dasar yang bermanfaat bagi warga belajar dan mempersiap-
kan warga belajar untuk melanjutkan ke tingkat
pendidikan yang lebih tinggi.

2)  Program Paket B bertujuan memberikan bekal kemampuan
dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan penge-
tahuan dan keterampilan yang diperoleh di Program Paket
A atau SD, yang bermanfaat bagi warga belajar untuk
meningkatkan hidupnya sebagai pribadi, anggota masyarakat,
dan warga negara serta memungkinkan warga belajar yang
memenuhi persyaratan untuk bekerja dan/atau melanjutkan
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Melihat fungsi dan tujuan dari Program Paket A dan B, maka
pada lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan Paket A
dan B, hendaknya juga memasukkan pelajaran keterampilan dalam
kurikulumnya. Ini juga mengacu pada kurikulum yang disusun
oleh pemerintah, sedangkan dalam muatan lokal, bisa
ditambahkan lagi mengenai pelajaran keterampilan.
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Adapun tingkatan dalam kursus diatur dalam pasal 15 yang
memuat 3 ayat :

1). Kursus dapat dlselenggarakan dalam 3 (tiga) tingkatan
kemampuan yaitu, tingkat dasar, tingkat menengah dan
tingkat atas.

2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan.

3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pada kursus-kursus tertentu diatur oleh Menteri, atau Menteri
lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Penjelasan untuk ayat (1), (2), "cukup jelas", sedangkan ayat (3)

kursus sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah kursus yang

memerlukan pengesahan pemerintah.

Tingkat kemampuan dalam kursus karena yang menentukan
adalah dari satuan/pihak penyelenggara pendidikan, maka yang
banyak berkembang di masyarakat adalah model-model yang
dikembangkan oleh lembaga kursusnya masing-masing. Pada
dasarnya tingkat-tingkat tersebut sama dengan yang ditentukan
oleh PP No. 73/1991, hanya namanya/istilah penyebutannya yang
lain. Seperti tingkat dasar ke tingkat mahir atau sering juga disebut
dengan tingkat terampil. Dalam tingkat mahir atau terampil,
masih ada yang dikelompokkan lagi, umpamanya tingkat mahir
atau terampil 1, terampil 2, dan sebagainya.

Aturan selanjutnya mengenai kursus adalah pasal 16 yang
memuat 6 ayat, yaitu :

(1) Kursus harus memiliki sejumlah warga belajar, tenaga
kependidikan, kurukulum dan alat penunjang belajar.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan
pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ditetapkan oleh
Menteri.



(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan
pendidikan keagamaan ditetapkan oleh Menteri Agama
setelah berkonsultasi dengan Menteri.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan tata cara pendirian kursusyang menyelenggarakan
pendidikan jabatan kerja ditetapkan oleh Menteri Tenaga
Kerja setelah berkonsultasi dengan Menteri.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri
lain atau, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
setelah berkonsultasi dengan Menteri.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan tata cara pendidikan kursus yang menyelenggarakan
pendidikan kedinasan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri
lain atau, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal tersebut di atas mempunyai pejelasan yang sudah
"cukup jelas". Namun sebagai ilustrasi tentang lembaga kursus
yang ada di negara kita yang banyaknya melebihi jumlah SLTP
yang ada. Dewasa ini seiring dengan perkembangan dunia bisnis,
kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil tampak makin meningkat.
Tenaga terampil yang ada tidak hanya bertambah dalam kuantitas
tetapi juga kualitas dan sekaligus merambah ke berbagai bidang
dengan spesialisasi yang makin beragam. Ini disebabkan antara
lain oleh perkembangan ekonomi yang menyebabkan tenaga
terampil tingkat di berbagai bidang menjadi sangat dibutuhkan.
Dalam situasi dan kondisi seperti itu maka penyelenggaraan kursus
secara link and match akan tampak begitu fungsional apalagi ada
kecenderungan terjadinya mis match antara proses dan isi
pendidikan formal dengan dunia kerja. Di samping itu
juga munculnya kecenderungan baru dalam masyarakat untuk
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menempuh pendidikan jangka pendek sehubungan dengan
berbagai kejenuhan yang muncul di lingkungan pendidikan for-
mal, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi dan hasrat untuk
mendapatkan pekerjaan secara cepat (Suara Karya, 19 Mei 1995).

Pada tahun 1992 lembaga kursus yang memperoleh ijin dari
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kurang lebih 19.600
lembaga kursus. Ini berarti saat ini kemungkinan besar bertambah
lagi jumlahnya, sehingga akan terjadi persaingan dalam
peningkatan mutu antarlembaga kursus dalam merekrut peserta.
Sedangkan pesertanya lebih kurang 2 juta peserta didik (Kompas,
31 Januari 1994). Oleh karena banyaknya lembaga kursus yang
ada, disamping itu karena banyak anggota baru yang harus antre
untuk mendaftar, maka lahan ini pun banyak mendapat sorotan.
Lantaran seringkali ditemukan adanya penyelenggaraan kursus-
kursus pada Pendidikan Luar Sekolah secara program cepat dengan
mutu produk lulusan yang jauh dari standar

Lembaga kursus yang ada di wilayah daerah istimewa
Yogyakarta pada saat ini belum dibatasi keberadaannya. Karena
pendidikan luar sekolah ini dianggap masih luwes dan bisa
memenuhi kebutuhan dunia usaha dengan cepat. Jika hanya
mengandalkan jalur pendidikan sekolah, maka kebutuhan dunia
usaha tidak akan cepat terpenuhi. Saat ini di Daerah istimewa
Yogyakarta ada sekitar 300 lembaga kursus yang tercatat di
Depdikbud, yang tersebar di 4 kabupaten dan di Kotamadya,
dengan rincian 178 buah lembaga kursus berada di kodya, 49 di
Bantul, 11 di Kulon Progo, dan 17 di Gunung Kidul serta 45 di
Sleman.

Diakui bahwa lembaga kursus sangat membantu dan
mengisi serta mengantisipasi dunia kerja, namun tidak bisa di
pungkiri bahwa banyak juga lembaga yang berdiri tanpa adanya
surat ijin, disamping itu banyak pula yang promosinya kelewat
bombatis sehingga menyesatkan masyarakat.
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Lembaga kursus yang pada akhir - akhir ini pertumbuhan
dan perkembangannya terus menjamur tanpa standar mutu yang
jelas, bahkan cenderung mengarah pada proses komersialisasi.
Kecenderungan yang mentradisi tersebut akan berakhir, sebab
mulai tahun 1995 diadakan standardisasi lembaga kursus. Dirjen
Dikluspora menentukan prioritas kursus yang akan
distandardisasi. Antara lain kursus jasa, kesekretariatan, komputer
dan mengetik, yang akan dijadikan proyek percontohan dibeberapa
daerah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. '

Pilihan mengenai rambu yang diambil sebagai contoh
tersebut berdasarkan pengamatan sekilas membuktikan ketiga
cabang kursus tersebut menjadi primadona, sejalan dengan
pergeseran struktur ketenagakerjaan di Indonesia, dari sektor
pertanian kesektor industri.

Standardisasi yang akan dilakukan untuk penyelenggaraan
kursus oleh Depdikbud mencakup lima aspek, yakni aspek
kelembagaan, kurikulum pendidikan, tenaga pendidik, proses
belajar mengajar, pengujian dan sertifikasi.

Diharapkan dengan adanya standardisasi ini akan tercipta
mutu lulusan antara lembaga kursus yang satu dengan lembaga
kursus yang lainnya tidak jauh berbeda. Selain itu dengan adanya
standardisasi juga akan menggiring penyelenggara kursus dan
peserta untuk dapat mengiring penyelenggaraan kursus dan peserta
untuk dapat menentukan pilihan kursus yang tersedia secara lebih
transparan. Hal ini akan membawa implikasi jangka pendek dan
jangka panjang. Implikasi jangka pendek misalnya tersedianya
sumber daya manusia yang standar, dan untuk jangka panjang
berupa terjalinnya kemitraan kualitatif antara penyelenggara
lembaga kursus dengan dunia kerja.

Dewasa ini keberadaan lembaga-lembaga kursus hampir
semuanya merupakan tempat terakhir untuk tempat menimba
ilmu bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya
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ke jalur pendidikan formal. Pada umumnya mereka yang baru
lulus ingin menambah bekal ijjazah yang telah diperolehnya untuk
mendapatkan pekerjaan. Tantangan berat yang harus dihadapi
oleh lembaga kursus dalam masa-masa sekarang ini antara lain
lembaga kursus dituntut agar dapat menjawab tantangan zaman.

Republika tanggal 20 Oktober 1994 menuliskan bahwa mutu
lembaga kursus di Indonesia masih rendah. Peryataan ini diambil
dengan melihat kenyataan yang ada, yaitu masih sedikit peserta
kursus yang berani mengikuti ujian nasional, serta rendahnya
jumlah lulusan yang terserap oleh industri. Perlu untuk digaris
bawahi bahwa kenyataan di atas bukan saja karena belum
seimbangnya antara standar kurikulum kursus dengan laju
pertumbuhan industri. Di samping itu juga perlu dilihat bahwa
laju pertumbuhan lembaga kursus dewasa ini sangat pesat,
sehingga perlu adanya penataan dan pembinaan yang cukup serius.
Agar lembaga ini kembali pada misi semula yaitu dunia pendidikan,
dan bukan hanya mengejar bisnis belaka.

Dalam hal pembinaan kursus ini antara Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Tenaga Kerja
mengeluarkan Surat Edaran Bersama No. 354/MPK/89

No. SE - 06/MEN/1989
yang antara lain disebutkan semua lembaga kursus/pelatihan
swasta/pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan tidak perlu mendaftarkan lagi kepada Departemen
Tenaga Kerja, dan semua kursus/pelatihan swasta/pendidikan luar
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah terdaftar
pada Departemen Tenaga Kerja tidak perlu mendaftarkan lagi
kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat edaran tersebut pada dasarnya memperingan ijin
pelaksanaan penyelenggaan pendidikan luar sekolah. Sebab telah
disebutkan di atas bahwa jika telah terdaftar pada salah satu
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Departemen tersebut tidak harus mendaftar lagi. Walaupun begitu
dalam pernyataan selanjutnya dituliskan bahwa masing-masing
Kepala Wilayah departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja agar
melaksanakan invetarisasi kursus/pelatihan swasta/pendidikan
luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan
mengirimkan daftar hasil inventarisasi tersebut setiap akhir bulan
Maret dan Bulan September kepada Ketua Umum Tim Penilaian
dan Penentuan Kedudukan Lembaga Pendidikan dan Latihan
(PPK-LPL), melalui sekretaris 1, Tim Penilaian dan Penentu
Kedudukan Lembaga Pendidikan dan Latihan.

Bentuk satuan pendidikan lainnya adalah kelompok belajar,
yang teratur dalam pasal 17 dan pasal 18.
Pasal 17 :

"Kelompok belajar diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar
dengan saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja
dan/atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang
lebih tinggi.

Pasal 18

(1) Pendidikan luar sekolah yang setara dengan pendidikan dasar
diselenggarakan pada kelompok belajar Paket B

(2) Kelompok belajar Paket A diselenggarakan bagi sekumpulan
warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan
Sekolah Dasar.

(3)  Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi sekumpulan
warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan
Sekolah lanjutan Tingkat Pertama.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Kedua pasal tersebut di atas bisa diberikan ilustrasi dengan
melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Bahwasanya yang
dimaksud dengan kelompok belajar tidak hanya yang tergabung
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dalam kelompok belajar Paket A dan B yang saat ini sedang giat-
giatnya digalakkan oleh pemerintah. Namun juga ada bentuk lain,
seperti Kelompok Belajar Usaha (KBU). Antara keduanya Kejar
Paket A dan B dengan KBU, sering terjadi berjalan secara
beriringan. Sistem itu sesuai benar dengan yang dikatakan Sekjen
Depdikbud Prof. Hasan Walinono (Suara Karya, 31 Januari 1995),
yaitu bahwa pendidikan luar sekolah terus dikembangkan sebagai
wahana pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan itu hendaknya
memperhatikan keterkaitan dan kesepadanan dengan lingkungan
dunia usaha dan industri.

Di masyarakat sering yang ada adalah kelompok belajar
‘usaha dahulu, kemudian diteruskan dengan program Kejar Paket
A1-10 (murni). Keadaan di atas memang sangat cocok untuk
diterapkan pada ibu-ibu yang banyak kesibukan dalam mengurusi
keluarganya. Umumnya sebelum mereka digiring untuk mengikuti
Program Kejar Paket, mereka dikumpulkan untuk membantu
nafkah keluarga. Seperti membuat kue-kue, membuat giwang,
gelang dan sebagainya disesuaikan dengan lingkungan dan
bakatnya. Yang pada akhirnya membutuhkan kemampuan ibu-
ibu tersebut untuk memahami dan menghafal resep ataupun teori
yvang diberikan oleh tutornya. Kelompok belajar usaha dan
kelompok belajar Paket A dan B seperti di atas, sesuai benar dengan
kebutuhan warga masyarakat yang rata-rata tingkat ekonominya
rendah. Dan memang seharusnya dalam kurikulum untuk kejar
Paket A-B dimasukkan kurikulum bidang keterampilan, yang
sesuai/dapat untuk dimanfaatkan (keterampilan praktis). Dalam
kasus di atas terlihat betapa luwesnya proses belajar mengajar
dalam Kelompok Belajar Usaha (KBU) dengan program Kejar
Paket A dan B.

Dalam hal Kejar Paket A dan B telah banyak diulang dalam
pasal 14 ayat (2). Namun begitu dalam pasal ini (pasal 17 dan 18)
bisa ditambah penjelasan lagi yang belum tercakup dalam pasal
14 ayat (2), yaitu mengingat adanya pendidikan penjenjangan,
maka dalam program Kejar Paket juga ada yaitu Paket A meliputi
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A1-10,A11-20 sampai pada A100. Dalam paham paling akhir A100
yang berarti bebas tiga buta penuh, warga belajar boleh mengikuti
ujian persamaan (UPER) SD. Tetapi kalau tidak mengikuti UPER
SD, pendidikan yang mereka peroleh setara Paket A 100, sudah
setara dengan SD. Teorinya seperti itu, namun realita yang ada,
perlu untuk diteliti lagi. Sebab dengan melihat waktu belajarnya
jelas peserta Kejar Paket A maupun B memakan waktu yang relatif
lebih sedikit dibandingkan dengan waktu yang relatif lebih sedikit
dibandingkan dengan yang sekolah di pendidikan formal. Mereka
rata-rata hanya belajar 2,5 - 3 jam sehari, dan dalam seminggu
rata-rata hanya masuk 3 kali. Di samping itu alat-alat penunjang
untuk belajar juga sangat terbatas, dan yang juga penting adalah
minimnya buku-buku pelajaran modul untuk mereka. Sehingga
teori mengenai kesetaraan dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang
terus menghantui.

Keputusan Menteri No. 0131/U/1994 tentang Program Paket
A dan Paket B ditulis, pembinaan program Paket A dan B menjadi
tanggung jawab Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Pemuda dan Olahraga. Dan pembinaan tersebut meliputi
pemberian pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan,
bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah akan
terasa hambar, jika program ini tidak didukung dengan bantuan
dana yang memadai. Apalagi saat ini sedang digalakkan program
wajib belajar 9 tahun, yang berarti Kejar Paket B termasuk di
dalamnya.

Bentuk satuan pendidikan yang ketiga adalah bentuk satuan
pendidikan lain, yang dimuat dalam pasal 19, yaitu: Selain kursus
dan kelompok belajar, pendidikan luar sekolah dapat diselengga-
rakan dalam bentuk kelompok bermain, penitipan anak, dan
satuan pendidikan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri. Dijelaskan
bahwa Kelompok Bermain dan Penitipan Anak merupakan satuan
pendidikan luar sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
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Satuan pendidikan yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat
ini, misalnya padepokan pencaksilat, sanggar kesenian, panti/balai
latihan, bengkel/teater dan sebagainya.

Seiring dengan lajunya perkembangan zaman dan dengan
pemanfaatan waktu serta pemenuhan kebutuhan, maka dewasa
ini banyak tumbuh kelompok-kelompok bermain dan tempat-
tempat penitipan anak. Dalam PP No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah, dibedakan antara pendidikan Taman
Kanak-Kanak dengan Kelompok Bermain ataupun Tempat
Penitipan Anak. Karena Taman Kanak-Kanak masuk pada jalur
pendidikan sekolah dan pada PP tersebut disebutkan bahwa yang
bisa menjadi warga belajar TK anak usia 4 - 6 tahun, sedang untuk
Kelompok Bermain dan Penitipan Anak adalah 3 - 5 tahun. Namun
saat ini banyak muncul TPA yang menampung anak pada usia
yang masih relatif kecil ( +1 tahun). Mereka dititipkan dengan
alasan antara lain agar bisa minum ASI, karena TPA nya berada
di dekat kantor ibunya. Sedang alasan yang lazim adalah agar
anak bisa sosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Untuk
tempat-tempat yang menampung anak-anak dari bayi tersebut
apakah bisa dikelompokkan pada Tempat Penitipan Anak atau
Kelompok Bermain. Mengingat di kedua tempat itu usia anak
dibatasi. ,

Tempat Penitipan Anak (TPA) dan kelompok Bermain,
bukanlah mengambil alih peranan dan tanggung jawab orang tua,
karena TPA hanyalah diberi kepercayaan oleh orang tua untuk
menitipkan anaknya. Di tempat-tempat tersebut yang terpenting
adalah kebutuhan anak bisa terpenuhi.

Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk usaha
kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain.
Adapun penitipan anak adalah salah satu bentuk usaha
kesejahteraan anak bagi yang orang tuanya tidak berkesempatan
menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka
bekerja. Kelompok Bermain dan Penitipan Anak juga
menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun
sampai memasuki pendidikan dasar.
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Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, upaya ini sangat
diperlukan untuk membantu orang tua anak didik yang tidak
berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan
dengan kesejahteraan anak mereka pada waktu mereka bekerja.
Oleh sebab itu kedua wadah tersebut berada dalam tanggung jawab
Menteri Sosial. Meskipun demikian karena besarnya kepentingan
pendidikan sejak usia dini, maka Kelompok Bermain dan Tempat
Penitipan Anak yang menyelenggarakan pendidikan prasekolah
diatur oleh Menteri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
setelah mendapat pertimbangan Menteri Sosial.

Pendidikan luar sekolah yang sejenis dengan kelompok
bermain dan TPA adalah padepokan pencaksilat, sanggar dan
lainnya. Dewasa ini kelompok/padepokan pencaksilat dan sanggar
serta balai latihan sangat menjamur di masyarakat. Keberadaannya
berada di bawah pengawasan Dirjen Diklusepora. Kelompok
padepokan pencaksilat ini ada yang persebaran dan
perkembangannya sampai di seluruh Indonesia, bahkan sampai di
luar negeri seperti perguruan Satria Nusantara yang berpusat di
Yogyakarta, juga Panca Daya, Merpati Putih dan lainnya. Mengingat
perkembangan dan luasnya persebaran tersebut, maka pada
Departemen yang terkait yaitu Depdikbud, Departemen Sosial dan
lembaga lainnya diharapkan pengawasan dan pembinaan yang lebih
intens lagi.

Bab IX mengatur tentang penilaian yang dimuat dalam
pasal 20 :

(1) Terhadap hasil belajar warga belajar dapat diadakan
penilaian yang dapat dinyatakan dengan surat keterangan
lulus, jjazah atau sertifikat.

(2) Terhadap satuan pendidikan yang memerlukan pengesahan
dari pemerintah diadakan penilaian.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah
berkonsultasi dengan Menteri.
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Penilaian yang dimaksud di atas untuk warga belajar dapat
dilakukan dengan pengujian lisan dan pengujian praktek.
Sedangkan penguji pada ujian nasional haruslah mempunyai surat
ijin menguji dari Depdikbud. Adapun warga belajar yang telah
mengikuti ujian/penilaian baik tingkat lokal maupun nasional
diberikan surat keterangan lulus, ijazah ataupun sertifikat. Dan
sekarang yang sedang dirintis adalah adanya standardisasi dalam
sertifikat. Ini berarti dalam rumpun ujian yang masuk dalam
kategori standardisasi sertifikatnya berlaku secara nasional.

Penilaian tersebut diadakan dalam setiap jenis ujian, yang
terdiri dari tingkat/jenjang masing-masing. Waktu untuk setiap
jenis ujian diadakan menurut jadwal yang telah diatur.

Penilaian yang berbentuk ujian nasional rumpun lain
penyelenggaraan. Umpamanya rumpun kesehatan, maka
kurikulum dan ujian nasionalnya yang membukanya adalah dari
Depdikbud dan Depkes. Ujian nasional untuk rumpun kesehatan
diselenggarakan oleh panitia ujian dari unsur-unsur Depdikbud
dan Depkes. Sedangkan yang mengeluarkan adalah Depdikbud.

Tanggung jawab Menteri dalam hal pembinaan pada
pendidikan luar sekolah ketentuannya dimuat dalam pasal 21 dan
pasal 22. -

Pasal 21

(1) Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari
sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan merupakan
tanggung jawab Menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur oleh Menteri.
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Pasal 22

(D

(2)

(3)

(4)

(7

Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelengga-
rakan pendidikan umum merupakan tanggung jawab
Menteri.

Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menye-
lenggarakan pendidikan kejuruan merupakan tanggung
jawab Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen.

Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyeleng-
garakan pendidikan keagamaan merupakan tanggung jawab
Menteri Agama.

Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyeleng-
garakan pendidikan jabatan kerja untuk memenuhi persyara-
tan jabatan kerja tertentu merupakan tanggung jawab
Menteri Tenaga Kerja.

Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyeleng-
garakan pendidikan kedinasan merupakan tanggung jawab
Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) meliputi pemberian bimbingan,
dorongan pengayoman dan/atau bantuan.

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6) dilakukan secara terkoordinasi.

Penjelasan yang ada dalam PP hanya untuk pasal 22 ayat

(6) yaitu : Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
dilaksanakan tanpa menghambat perkembangan, prakarsa, dan
kemandirian satuan pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah yang ada di negara kita

bagaimanapun sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik sebagai
pengganti pendidikan sekolah bagi mereka yang putus sekolah,
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pelengkapan pendidikan sekolah bagi peserta didik ataupun untuk
menambah penguasaan kemampuan/keterampilan bagi yang
sudah bekerja. Oleh karena itu dewasa ini pertumbuhan lembaga-
lembaga kursus sangat menjamur di sekeliling kita. Dan sudah
menjadi tugas pemerintahlah untuk membina agar lembaga-
lembaga tesebut dapat tumbuh dan berkembang dengan kualitas
kelulusan yang memenuhi standar.

Mengingat banyak jumlah lembaga yang ada, maka
setidaknya pemerintah lewat instansi yang terkait selalu
mengadakan investarisasi pada lembaga kursus lewat wilayahnya
masing-masing. Sekaligus memberi pengarahan baik dalam segi
teknisnya maupun dalam hal pendidikannya. Dan untuk kursus
yang diadakan oleh pemerintah, pembinaannya dalam hal
kelangsungan hidup kursus-kursus tersebut bisa dipertahankan
dan dikembangkan dengan bantuan dana (pendanaan) yang
memadai. Di samping itu juga dalam hal pengelolaannya.
Sedangkan untuk lembaga-lembaga kursus yang diselenggarakan
oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan luar sekolah
bisa diberi bantuan dana (keringanan dana) mungkin lewat
keringanan biaya listrik, telpon ataupun dalam pemasangan papan
reklame. Yang ada di masyarakat sekarang ini lembaga-lembaga
kursus tersebut dikategorikan sebagai kelompok usaha, bukan
kelompok sosial.

Bab XI dari Peraturan Pemerintah ini berisi "ketentuan lain"
yang dimuat dalam pasal 23. pasal 24 dan pasal 25.

Pasal 23

(1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menyeleng-
garakan dan mengembangkan pendidikan luar sekolah sebagai
bagian dari sistem pendidikan nasional bagi warga belajar
warga negara Republik Indonesia di luar negeri.
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Pelaksanaan ketentuan sebagaimana uimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Republik Indonesia setempat.

Pasal 24

(1)

(2)

Warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan
pendidikan luar sekolah yang merupakan bagian dari sistem
pendidikan nasional baik di dalam maupun di luar negeri
wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan
dari satuan pendidikan luar sekolah yang bersangkutan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)ditetapkanoleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi
dengan Menterti.

Pasal 25

(1)

(2)

(3)

4)

Perwakilan negeri asing di wilayah Republik Indonesia dapat
menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dengan keten-
tuan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga internasional atau badan / kelembagaan swasta
asing di wilayah Republik Indonesia dapat menyelenggarakan
pendidikan luar sekolah dengan ketentuan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri atau Menteri lain atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri atau Menteri lain atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
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Pasal di atas dalam penjelasannya ditulis "cukup jelas".
Namun begitu bisa diberikan contoh realisasi mengenai pasal-pasal
di atas. Seperti pada pasal 23 ayat (1), bahwa hampir semua
Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri mempunyai
kegiatan masing-masing di luar kegiatan resmi kenegaraan.
Biasanya yang menyelenggarakan adalah ibu-ibu Dharma Wanita,
seperti kegiatan kursus menari, gamelan dan sebagainya. Kegiatan
tersebut umumnya pesertanya dari kalangan sendiri dan juga
untuk warga negara lain.

Adapun untuk pasal 25, yaitu pendidikan luar sekolah yang
diselenggarakan oleh perwakilan negara asing ataupun dari
lembaga internasional, banyak sekali yang bisa kita amati. Antara
lain lembaga kursus bahasa Inggris yang berada di bawah
bimbingan pemerintah Amerika Serikat melalui USIS (Dinas
Penerangan Amerika Serikat). Lembaga tersebut dulunya bernama
Lembaga Persahabatan Indonesia Amerika (LIA), yang saat berdiri
sampai dengan tahun 1976 hampir seluruh kegiatannya disubsidi
oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian LIA pada tahun 1986
namanya berubah menjadi Perhimpunan Persahabatan Indone-
sia Amerika (PPIA). Setelah tahun 1976 LIA, benar-benar menjadi
lembaga yang mandiri.

Contoh yang lainnya adalah dari pemerintah Perancis yang
berada di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta,
yaitu lewat Lembaga Indonesia Perancis (LIP).

Ketentuan peralihan mengenai semua aturan tentang
pendidikan luar sekolah dimuat dalam bab XII pasal 26 yang
berbunyi: " Semua ketentuan yang mengatur pendidikan luar
sekolah yang ada pada saat diundangkan Peraturan Pemerintah
ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ".

Hampir semua ketentuan yang mengatur pendidikan luar
sekolah masih menggunakan peraturan yang lahir sebelum
keluarnya PP No. 73/1991, seperti halnya kurikulum. Padahal



kurikulum tersebut disusun dengan melihat kondisi masyarakat
pada saat penyusunan kurikulum. Dan sekarang kita berada dalam
kondisi yang mengharuskan kita untuk mengerti serba sedikit
tentang industri dan teknologi. Sehingga akan menimbulkan
pertanyaan apakah tidak sebaiknya dibuat produk hukum lainnya
atau yang baru, yang mampu menjawab tantangan zaman yang
semakin mengglobal.

Peraturan pemerintah ini ditutup dengan pasal 27 yang berisi
ketentuan penutup yang berbunyi : "Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia".



BAB V

ANALISA HASIL TEMUAN

Sejarah perkembangan sistem pendidikan di Indonesia
sangatlah menarik untuk diperhatikan. Sejak awal tahun 1970-
an sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan terus-
menerus, sejalan dengan program pembangunan di bidang
pendidikan yang mulai dilaksanakan pada tahun 1969/1970. Sejak
saat itulah pemerintah mulai merintis program perluasan
kesempatan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat Indone-
sia, pada semua jenis dan jenjang pendidikan, terutama
kesempatan untuk memperoleh kesempatan pendidikan dasar.
Disamping untuk tujuan perluasan peningkatan mutu, efisiensi
dan relevansi dengan semua jenis serta jenjang pendidikan.

Pesatnya arus informasi dan teknologi serta perkembangan
1lmu pengetahuan yang semakin mengglobal merupakan tantangan
bagi pembangunan nasional dalam berbagai bidang, kondisi ini
menyebabkan Indonesia akan berada dalam proses perubahan
secara struktural dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang
sosial, ekonomi, dan industri yang sangat pesat. Proses perubahan
masyarakat tersebut akan mengandung masa peralihan yang
ditandai dengan adanya perubahan-perubahan nilai dan perilaku
masyarakat (Kompas, 23 Desember 1996). Untuk itulah pendidikan
nasional mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberi
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bekal pada warga masyarakat agar mampu bekerja dan berwira
usaha serta berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu cara untuk melaksanakan program tersebut
pemerintah selalu mengadakan pengembangan dalam sistem
pendidikan nasional. Dengan adanya pengembangan ini
diharapkan sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara
menyeluruh demi terwujudnya suatu sistem pendidikan nasional
yang efesien, efektif, dan serasi dengan pembangunan dan tujuan
nasional. Untuk itulah perlu adanya pembinaan dan
pengembangan sistem informasi pendidikan dan penilaian yang
dilaksanakan secara terus-menerus terhadap sistem pendidikan
yang sedang berlangsung.

Selama ini masalah sistem pendidikan nasional banyak
mendapat sorotan dari kalangan masyarakat. Sedangkan yang
menjadi fokus perhatian mereka adalah masalah faktor-faktor
instrumen seperti dan prasarana, serta aspek-aspek lain yang
berkaitan dengan proses belajar mengajar. Hal ini tidak berarti
bahwa faktor-faktor yang lebih substansial tidak mendapat sorotan
dari masyarakat, banyak dari kalangan mereka yang
mempertanyakan tentang sistem pendidikan itu sendiri. Selain
itu ada kesan dari masyarakat bahwa perhatian pemerintah lebih
terpusat pada Pendidikan Sekolah (pendidikan formal), sedangkan
Pendidikan Luar Sekolah agak terabaikan.

Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan pengembangan
sarana fasilitas sekolah dari pemerintah yang hanya dipusatkan
pada pendidikan formal seperti, gedung, laboratorium,
dan perpustakaan, sedangkan untuk pendidikan luar sekolah
tidak pernah menerima bantuan seperti ini. Demikian juga
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dengan bantuan tenaga guru, sekolah-sekolah swasta banyak
yang menerima bantuan guru negeri, akan tetapi, Balai-balai
Latihan keterampilan belum pernah mendapat bantuan tenaga

guru.

Hal tersebut wajar saja, karena bagaimanapun juga
pendidikan sekolah merupakan harapan utama bagi
pengembangan sumber daya manusia. Belum berkembangnya
Pendidikan Luar Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta juga
sedikit banyak disebabkan oleh persepsi yang ada pada masyarakat,
bahwa dengan menempuh pendidikan sekolah pada jenjang yang
tinggi merasa lebih terhormat daripada hanya mengikuti
pendidikan luar sekolah.

Namun, ironisnya masih masyarakat Yogyakarta yang
belum dapat mengenyam pendidikan formal dan banyak anak-
anak putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga. Tidaklah
berlebihan apabila pencanangan program wajib belajar 9 tahun
yang dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994 perlu mendapat
dukungan dan sambutan sepenuhnya dari seluruh
warga masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sedikit
hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Seperti yang
diungkapkan oleh Mendikbud Wardiman Djojonegoro dalam Suara
Karya; 20 April 1994, bahwa dari 12,8 juta orang yang harus
dilayani dalam program wajib belajar 9 tahun hanya 6,8 juta
yang bisa dilayani. Maka, tidaklah berlebihan apabila Pendidikan
Luar Sekolah mempunyai peranan yang penting untuk membantu
pemerintah untuk mengatasi keterbatasannya dalam
upaya pemerataan pendidikan bagi warga masyarakat yang tiak
mampu untuk mengenyam Pendidikan Sekolah.

Sering masyarakat beranggapan bahwa penyiapan sumber
daya manusia hanya terbatas pada penyiapan sumber daya
manusia yang terampil untuk mengisi lowongan pekerjaan industri
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yang mampu menggunakan teknologi dan mengembangkan
pendidikan yang lebih tinggi. Perguruan Tinggilah yang
merupakan pendidikan yang sangat penting bagi persiapan tenaga
vang cakap dan terampil dalam masyarakat.

Pada dasarnya proses pendidikan dan pengajaran dalam
masyarakat adalah berjenjang dan pengisian pekerjaan dalam
masyarakat tidak hanya berupa pengisian bidang keahlian dan
keterampilan yang didukung oleh pendidikan dan pengajaran yang
lanjut dan canggih. Akan tetapi, pendidikan dan pengajaran di
masyarakat dimulai dengan pendidikan di sekolah paling rendah
untuk kemudian berlanjut pada tahap-tahap yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pengajaran yang bertahap tersebut bukan
hanya diperlukan untuk mengantisipasi kemampuan masyarakat
dalam pengisian lapangan pekerjaan "rendah" dan menengah", akan
tetapi, juga mengantisipasi kemungkinan darurat dimana anak
didik harus terpaksa putus sekolah (Kompas, 23 Desember 1996).

Pendidikan Luar sekolah mempunyai peranan untuk
membekali anak didik putus sekolah, karena sifatnya yang tidak
terbatas oleh usia, tempat, ruang dan waktu yang memungkinkan
semua warga masyarakat untuk dapat ikut serta sebagai warga
belajar, dengan demikian pendidikan luar sekolah yang melibatkan
peran serta masyarakat baik dalam bentuk kursus (Lembaga
Pendidikan Ketrampilan), kelompok belajar serta pendidikan dari
keluarga akan mampu mengembangkan perilaku produktif yang
dibutuhkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan syarat
terwujudnya budaya masyarakat industri.

A. Kursus
Kursus merupakan salah satu bentuk kesatuan Pendidikan

Luar Sekolah yang diselenggarakan atas prakarsa dan peran serta
masyarakat dalam memenui kebutuhan pendidikan. Dalam suatu
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lembaga kursus terdapat pihak-pihak yang mengajar,
membimbing, dan melatih, sedangkan dilain pihak terdapat
keperluan untuk belajar dan berlatih, yang memungkinkan untuk
memperoleh pendidikan yang tidak dapat diperoleh lewat jalur
pendidikan sekolah.

Adanya pengembangan program link and match dalam pro-
gram pendidikan di Indonesia yang diharapkan dapat menjawab
tantangan kebutuhan tenaga kerja profesional untuk memasuki
era industrialisasi, secara tidak langsung memberi suatu legitimasi
pada Pendidikan Luar Sekolah untuk tumbuh dan berkembang
sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menggunakan
pendekatan pragmatis diharapkan dapat ikut serta menanggulangi
berbagai permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan dan
pemenuhan tenaga kerja.

Lembaga kursus sebagai salah satu bentuk Pendidikan Luar
Sekolah setidaknya dapat mencerminkan prinsip link and match,
karena dapat dikembangkan berdasarkan tuntutan obyektif di
dunia kerja. Sebagai salah satu contoh menjamurnya lembaga-
lembaga kursus komputer yang berada di Daerah Istimewa
Yogyakarta, karena pada saat ini hampir seluruh dunia usaha
(sektor ekonomi) maupun birokrasi modern membutuhkan dan
tidak dapat lepas dari pemanfaatan komputer.

Keberadaan Lembaga-lembaga kursus yang secara link and
match begitu dirasa sangat fungsional ketika terjadi adanya suatu
kecenderungan mismatch dalam pendidikan sekolah, yaitu antara
proses dan isi pendidikan dengan dunia kerja. Dengan adanya
kecenderungan ini sistem pendidikan luar sekolah seperti lembaga-
lembaga pendidikan keterampilan dan lembaga-lembaga kursus yang
pada tahun-tahun sebelumnya diabaikan oleh masyarakat dan
hanya dipandang remeh pada akhirnya mendapat perhatian dan
banyak diminati. Persoalan yang kemudian muncul yaitu, akan
dibawa kemana masyarakat kita saat ini. Karena pada dasarnya
masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang disangga oleh berbagai
keterkaitan.
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Masyarakat pada suatu saat dapat disangga oleh suatu
bentuk budaya yang memberinya suatu predikat budaya tertentu.
Bentuk budaya tersebut merupakan hasil dari berbagai dialektika
sistem yang ada dibelakangnya. Pada saat ini masyarakat akan
dikaitkan oleh berbagai infrakstruktur ekonomi, perdagangan,
birokrasi pemerintah. Adanya berbagai keterkaitan tersebut
menjadikan masyarakat makin kompleks dan rumit dalam suatu
kesemestaan. Anggota-anggota masyarakat dikondisikan untuk
hidup dalam kesemestaan yang sangat kompleks dan
menyesuaikan diri demi keseimbangan hidupnya. Semua strategi
pendidikan dan pengajaran, pada dasarnya untuk menyiapkan
manusia agar "terampil" dalam menyesuaikan diri dalam
kesemestaannya (Kompas, 23 Desember 1996).

Apabila masyarakat kita hendak diarahkan menjadi
masyarakat industri yang kompetitif dengan sistem perekonomian
terbuka, serta didukung oleh sistem ilmu pengetahuan dan
teknologi yang canggih, kita harus memperhatikan adanya
keterkaitan lama yang masih mengakar dalam kehidupan
masyarakat kita. Adapun keterkaitan lama tersebut adalah bentuk
budaya tradisi agraris, feodal, birokrasi yang agaknya masih
melekat pada masyarakat kita (Kompas, 23 Desember 1996).
Karena masyarakat merupakan keseluruhan yang disangga oleh
berbagai keterkaitan.

Masyarakat pada suatu saat dapat disangga oleh suatu
bentuk daya yang telah dicapai sebagai hasil dari berbagai
dialektika sistem yang ada dibelakangnya. Untuk mengarahkan
masyarakat ke arah masyarakat industri, ekonomi terbuka dengan
ilmu pengetahuan dan teknologi canggih akan melibatkan suatu
konsep link and macth yang semata-mata tidak teknokratis dan
elitis apalagi terpisah-pisah (Kompas, 23 Desember 1996).
Pendidikan Luar Sekolah merupakan jalan tengah yang memiliki
potensi besar dalam mengembangkan sumber daya manusia bagi
masyarakat yang tidak mampu menikmati pendidikan Perguruan
Tinggi. Dengan jalan Pendidikan luar sekolah diharapkan mereka
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dapat menyesuaikan posisinya dalam kesemestaan masyarakat
serta dapat memberikan bekal padanya dengan suatu keterampilan
guna meningkatkan kualitas kehidupannya.

Gejala baru yang timbul pada masyarakat saat ini yaitu
adanya suatu kejenuhan untuk menempuh pendidikan formal,
khususnya pendidikan di Perguruan Tinggi. Karena pada
kenyataannya dengan pendidikan tinggi yang telah diperolehnya
belum dapat menjamin untuk memperoleh pekerjaan dengan
mudah, sehingga lembaga kursug merupakan tempat yang
setidaknya mencerminkan prinsip link and mach mendapat
banyak perhatian dari masyarakat dan mempunyai daya tarik
tersendiri, sehingga dalam masyarakat timbul suatu
kecenderungan untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu
yang relatif pendek dan dapat mendukung untuk memperoleh
kemudahan pekerjaan.

Pendidikan Luar Sekolah yang dipahami sebagai suatu
aktifitas pendidikan yang diorganisasikan dan berada diluar sistem
pendidikan formal yang sudah mapan yang berorentasi pada ciri-
ciri warga belajar dalam mencapai tujuan pendidikan merupakan
wahana yang tepat untuk mendidik warga masyarakat yang
mengalami putus sekolah dan untuk mengembangkan sumber
daya menusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan
Luar Sekolah juga mempunyai keunggulan pada pemenuhan
kebutuhan yang diharapkan oleh warga belajar yang cenderung
sangat beragam. Dan juga pendidikan luar sekolah melalui
lembaga-lembaga kursus dapat digunakan untuk memerangi
kemiskinan (Suara Karya, 14 Mei 1994). Akan tetapi, masih banyak
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya, tugas
pengembangan Pendidikan Luar Sekolah termasuk didalamnya
Lembaga-lembaga Kursus dan Balai Latihan Kerja bukan
merupakan monopoli Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
Akan tetapi, dapat dikatakan ada beberapa departemen yang
terkait dalam pengembangan sumber daya manusia yang telah
lama mengembangkan sistem Pendidikan Luar Sekolah yang
beraneka ragam.
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Departemen Tenaga Kerja misalnya dengan Balai Latihan
kerjanya di beberapa tempat, secara umum menyelenggarakan
kursus-kursus ketrampilan bagi remaja putus sekolah. Demikian
juga dengan Departemen Sosial, telah lama departemen ini
melaksanakan program kursus ketrampilan bagi generasi putus
sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti kursus elektronik,
pertukangan, menjahit dan masih banyak lagi. Namun demikian,
out-put yang dihasilkan oleh Balai latihan Kerja belum dapat
diharapkan untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari
pekerjaan.

Balai Latihan Kerja menjadi kurang bermakna apabila dalam
kenyataannya tidak mampu menjawab persoalan yang ada di
tengah masyarakat. Kenyataan yang ada dalam masyarakat
menunjukan bahwa lulusan dari Balai Latihan Kerja belum dapat
menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak adanya kecakapan
untuk berwira usaha. Banyak hal yang menyebabkan tidak
terlaksananya suatu masyarakat yang mandiri untuk menciptakan
lapangan pekerjaan, sehingga tidak terpenuhinya kehidupan
mereka yang layak sebagaimana yang menjadi tujuan nasional
bangsa Indonesia.

Belum berhasilnya harapan tersebut disebabkan masih
belum adanya koordinasi yang terarah baik antara Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Tenaga Kerja
maupun dengan Departemen Sosial. Kurangnya koordinasi yang
baik antar Departemen ini dapat dilihat dari beraneka ragamnya
kurikulum yang dibuat oleh masing-masing departemen yang
mendirikan Balai Latihan Kerja. Pada setiap Balai Latihan Kerja
mempunyai kurikulum sendiri-sendiri yang dibuat oleh masing-
masing departemen pendiri Balai Latihan Kerja.

Kurang adanya koordinasi antar departemen ini kadang-
kadang menyebabkan ketumpang tindihan antara program studi
kursus yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
dengan Departemen Tenaga Kerja, demikian juga halnya dengan
Departemen Sosial. Ketumpangtindihan ini dapat kita lihat dengan
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adanya suatu Balai Latihan Kerja yang kurikulumnya dibuat oleh
Departemen Sosial dikategorikan dalam kursus menjahit
tingkat menengah. Selain itu tiap-tiap departemen mempunyai
kebijaksanaan sendiri-sendiri untuk menetapkan standard
kelulusan mereka, sehingga dengan demikian timbul kesenjangan
antara lulusan dari Balai Latihan Kerja yang dilatih
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan
Departemen Tenaga Kerja demikian juga dengan Departemen
Sosial.

Masalah lain yang tidak kalah menarik untuk dikaji yaitu
masalah perijinan yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan dengan Departemen Tenaga Kerja. Hal ini kadang
membingungkan masyarakat yang akan ikut berperanserta dalam
penyelenggaraan pendidikan Luar Sekolah. Ada Lembaga
Pendidikan Ketrampilan yang memperoleh ijinnya dari
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan ada Lembaga
Pendidikan Ketrampilan yang ijinnya di peroleh dari Departemen
Tenaga Kerja. Masalah yang lebih substansial lagi yaitu belum
adanya koordinasi yang baik antar departemen untuk menentukan
standard kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, sarana dan
prasarana serta aspek-aspek yang berkaitan dengan proses belajar-
mengajar.

Untuk itulah diharapkan adanya koordinasi antar
departemen yang menyelenggarakan Badan latihan Kerja maupun
untuk menunjang peran serta masyarakat dalam menunjang
pengembangan di bidang pendidikan. Idealnya dalam pemberian
ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Ketrampilan
dan Latihan yang diprakarsai oleh masyarakat diberikan
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demikian juga
dalam kurikulum adalah wewenang dari Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Departemen
Tenaga Kerja mempunyai tugas untuk menyalurkan warga
belajar yang telah memiliki ketrampilan tertentu yang telah
dimilikinya dari hasil yang diperoleh selama mengikuti latihan
kerja.
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Departemen Tenaga Kerja diharapkan mampu menjalin
hubungan dengan perusahaan swasta untuk memberikan latihan
pemegangan pada warga belajar sehingga dengan demikian
perusahaan swasta dapat menyerap out-put yang dihasilkan oleh
Balai Latihan Kerja maupun Lembaga Pendidikan Ketrampilan
sesual dengan apa yang diharapkan oleh pihak perusahaan.
Meskipun, masih banyak kendala dalam penyelenggaraan Lembaga
Pendidikan Ketrampilan, peran serta masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam ikut seta pengembangan pendidikan tidak
pernah pupus. Salah satu alasan yang mendorong mereka untuk
ikut serta dalam pengembangan pendidikan yaitu adanya lulusan
SMTA yang tidak dapat tertampung di Perguruan Tinggi.

Adanya ketidakseimbangan antara lulusan SMTA dengan
perguruan Tinggi memacu makin banyak bermunculan Lembaga-
Lembaga Pendidikan Ketrampilan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kehadiran berbagai ragam Pendidikan Lembaga Ketrampilan ini
mendapat dukungan pemerintah sebagai salah satu bentuk
partisipasi masyarakat dalam mengatasi ledakan SMTA yang dari
tahun ke tahun makin meningkat. Maka tidaklah mengherankan
apabila hampir setiap tahun ajaran baru di Daerah Istimewa
Yogyakarta muncul Lembaga-lembaga Pendidikan Ketrampilan
baru.

Munculnya berbagai ragam bentuk Lembaga Pendidikan
Ketrampilan ataupun Lembaga Kursus yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh pihak swasta ataupun
perorangan banyak yang menggunakan nama "Gama" atau
kepanjangan dari Gajah Mada. Lembaga Pendidikan ketrampilan
yang menggunakan nama Gama misalnya, Lembaga Pendidikan
Primagama, Gama 88, Gama 81, Gama exsata, Centralgama,
Newgama dan masih banyak lagi lembaga-lembaga pendidikan
yang menggunakan nama seperti diatas. Adanya penggunaan
nama-nama oleh Lembaga-lembaga Pendidikan ketrampilan
ini hanya untuk mendompleng ketenaran dan nama besar dari
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Universitas Gajah Mada yang memang sudah mendapat nama dan
dikenal luas oleh masyarakat luas. Sehingga diperoleh kesan dari
masyarakat bahwa Lembaga Pendidikan Ketrampilan tersebut
mempunyai sangkut paut dengan Universitas Gajah Mada. Namun
dalam kenyataannya nama-nama tersebut tidak ada sangkut
pautnya dengan Universitas Gajah Mada. Pemberian nama-nama
tersebut hanya memberi kesan psikologis pada masyarakat dan
calon peserta didik.

Banyaknya Lembaga-lembaga Pendidikan Ketrampilan di
Daerah Istimewa Yogyakata menimbulkan persaingan yang
sangat ketat antara Lembaga-Lembaga Pendidikan Ketrampilan
untuk memperebutkan calon peserta didik. Berbagai macam
program studi yang ditawarkan oleh Lembaga-lembaga Pendidikan
Ketrampilan seperti, komputer, bahasa asing, sekeretaris,
manajemen, akutansi, jurnalistik, public relation dan perhotelan.
Dari berbagai ragam program studi yang ditawarkan oleh
Lembaga Pendidikan Ketrampilan ilmu komputer dan
informasilah yang banyak mendapat perhatian dan diminati
oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan
Lembaga Pendidikan ketrampilan sepraktis mungkin dengan
program studi yang diperpadat tanpa memperhatikan kualitas
lulusannya.

Adanya persaingan yang makin ketat diantara Lembaga
Pendidikan Ketrampilan menimbulkan promosi yang terlalu
berlebih-lebihan dalam menawarkan program-programnya.
Di jalan-jalan misalnya, akan dengan mudah kita temukan
slogan-slogan yang ditempel dalam spanduk-spanduk dengan
ukuran yang besar agar dapat dengan mudah dibaca oleh
masyarakat luas. Slogan-slogan seperti " Dengan jaminan kerja
setelah lulus" atau "Gagal uang dapat kembali" bukan merupakan
pemandangan yang asing lagi di sepanjang jalan utama Daerah
Istimewa Yogyakarta.
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Bentuk promosi yang pada saat ini dianggap paling mengena
pada para calon peserta didik yang dilakukan oleh sebagian besar
Lembaga Pendidikan Ketrampilan yaitu dengan menggunakan
direct mail. Cara ini dianggap lebih efektif dan lebih murah apabila
dibandingkan dengan penggunakan media massa. Sedangkan
untuk mendapatkan nama-nama lulusan SMTA dari berbagai
SMTA diperoleh dengan cara "membeli" pada kepala sekolah yang
dihubungi. Dengan cara ini Lembaga Pendidikan Ketrampilan
kemudian mengirimi para lulusan untuk mencari calon peserta
didik, dan ternyata 90% persen peserta tertarik dengan program-
program yang mereka tawarkan (Suara Karya, 25 Agustus 1995).

Ketatnya persaingan antara I',embaga Pendidikan di
Yogyakarta menyebabkan banyaknya lembaga-lembaga ini yang
berjalan tanpa etika. Mereka tidak lagi membantu pemerintah
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, akan tetapi, mereka hanya
berorentasi untuk memperoleh keuntungan.

Fenomena yang kemudian muncul yaitu sejauh mana pihak-
pihak swasta ataupun lembaga pendidikan non pemerintah akan
mendedikasikan diri dalam pengembangan Pendidikan luar
Sekolah tanpa berorentasi pada bisnis. Apabila hanya menunggu
uluran tangan dari pemerintah saja, maka pengembangan
pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
tidak akan segera terlaksana. Akan tetapi, masalahnya kemudian
yaitu sampai saat ini belum ada langkah-langkah nyata baik dari
pemerintah maupun hak swasta untuk menyelenggarakan
semacam balai latihan ketrampilan yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat di daerah Yogyakarta. Meskipun ada
inisiatif dari pihak swasta ataupun perorangan belum begitu
signifikan keberadaannya dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat Yogyakarta dan mereka cenderung untuk
meningkatkan kualitas lulusannya, sehingga banyak dari lulusan
Lembaga Pendidikan yang tidak terserap ke dalam dunia kerja.
Dengan demikian link and match yang merupakan konsep
pendidikan nasional.
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Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang ada di Yogyakarta
seharusnya disesuaikan dengan lapangan kerja yang sesuai dengan
kondisi kebutuhan masyarakatnya pada saat ini maupun
kebutuhan yang akan datang. Namun demikian, tidak semua
lembaga pendidikan keterampilan non pemerintah melakukan hal-
hal tersebut di atas. Ada satu Lembaga Pendidikan Keterampilan
yang berjalan wajar namun berhasil menjaga mutu pendidikannya
dan tetap di kejar calon peserta didik, yaitu lembaga pendidikan
IMKA. Lembaga ini menawarkan program komputer dan
imformatika.

IMKA menyodorkan berbagai paket pendidikan, mulai dari
paket reguler dasar,khusus, paket setara D 1, sampai paket reguler
lanjut. Kualitas IMKA sebagai penyelenggara pendidikan komputer
patut menjadi contoh lembaga- lembaga pendidikan yang lain. Yang
patut diteladani dari lembaga pendidikan IMKA yaitu di
perolehnya akreditasi secara Internasional berdasarkan
kurikulum,fasilitas pendidikan, jumlah cabang, jumlah siswa dan
lulusan, kriteria lulusan dan staf pengajar dari NCC atau National
Computing Centre, suatu lembaga semi pemerintah Inggris yang
mengembangkan dunia imformatika dan komputer pada
masyarakat luas. Sedangkan para lulusan yang telah
menyelesaikan paket pendidikan selama 710 jam memperoleh
jjazah Internasional Diploma in Computer Stdies dari NCC.

Paket tersebut terdiri dari 7 unit meliputi Basic Coputing
Principles, Computer Programming, Computer Related
Matematics and Statistic, Human Cominication, Business
Organisation Computerised Acounting dan Programing Project.
Untuk memenuhi tuntuttan kualitasnya IMKA mempunyai
konsekuensi dengan memilih pengajar- pengajar yang berkualitas
bagus.

Standardisasi yang telah dilakukan pemerintah sejak
tahun 1995 bagi rambu-rambu yang esensial untuk di taati oleh
lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah dalam kenyataannya
belum semua lembaga pendidikan menjalankan standardisasi
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tersebut . Adanya standardisasi sebagai langkah awal untuk dapat
menyentuh hal - hal yang mendasar dari integritas serangkaian

- proses penyelenggaraan kursus, termasuk kreteria sumberdaya
manusia penyelenggara fasilitas yang dibutuhkan secara produktip
belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tantangan yang muncul kemudian yaitu mengubah budaya
lembaga pendidikan luar sekolah yang " asal bersertifikat ".
Standardisasi akan sulit untuk menemukan jawaban atas seluruh
komponen proses penyelenggaraan kursus yang kongruen dengan
segala macam keadaan, apabila budaya asal bersertifikat tersebut
tetap dipertahankan. Kendala standardisasi kursus pada saat ini
yaitu mengubah budaya buruk masyarakat yang demikian dengan
semakin sulitnya menempuh transpormasi pada suatu sistem
lembaga pendidikan keterampilan, maka lembaga tersebut akan
makin dijauhi oleh calon peserta. Budaya masyarakat yang secara
cepat dan gampang untuk memperoleh sertifikat perlu dicurigai
sebagai pemicu rendahnya mutu suatu lembaga pendidikan
keterampilan, disamping lemahnya wibawa managemen
penyelenggara.

Kemapanan yang ada makin sulit dirubah manakala
terbukti adanya fenomena penyelenggaraan kursus yang yang
bertendensi pertama, adanya ragam persoalan, golongan konsumen
dan potensi yang tersedia. Kedua, adanya pergeseran persepsi
mengenai kedudukan lembaga pendidikan luar sekolah dari misi
kemanusiaan ke misi untuk memperoleh keuntungan dengan
segera, yang pada gilirannya melahirkan komersial. Prakarsa
standardisasi kursus merupakan paradigma baru menuju
kemapanan proses perubahan untuk pendidikan dan pelatihan
kerja akhirnya menjadi sia - sia. '

B. Kelompok Belajar

Menurut data yang' diperoleh dari Biro Pusat Statistik,
berdasarkan hasil statistik kesejahteraan rakyat, survei Sosial
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Ekonomi Nasionall994, kemampuan membaca dan menulis
( baca tulis ) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan
masyarakat untuk dapat meningkatkan hidupnya menuju ke hidup
sejahtera. Kemampuan untuk membaca dan menulis, tercermin
dari angka melek huruf yang dalam hal ini didefinisikan
sebagai prosentase penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca
dan menulis hurup latin dan hurup yang lain (Kompas ; 29 Juli
1995 ).

Salah satu bentuk Pendidikan Luar Sekolah dalam
pengembangan pendidikan untuk memberantas tri buta ( buta
aksara, buta angka dan buta bahasa Indonesia ) dengan
membentuk kelompok belajar, yaitu kelompok belajar kejar paket
A dan kejar paket B. Selain itu kelompok belajar juga berusaha
untuk membantu golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan
kehidupannya, kelompok ini dikenal dengan kelompok usaha.

Di Daerah Yogyakarta jumlah penduduk buta aksara masih
relatip tinggi, kebanyakan dari mereka berada di lingkungan pasar,
jalanan dan tempat-tempat yang tidak tersentuh oleh pendidikan
lain. Rata-rata dari mereka merupakan warga yang belum tergarap.
Sebenarnya warga yang belum tergarap ini secara rutin terus
digiring dan digarap melalui kejar paket. Akan tetapi, sisa-sisa
warga yang belum tergarap ini masih ditambah dengan tingginya
angka anak putus sekolah (drup out) SD. Bertambahnya angka
putus sekolah anak-anak SD disebabkan masih minimnya
kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Di samping
itu, kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu kurangnya
pendidikan prasarana gedung sekolah, sehingga banyak dari warga
yang belum tergarap tidak tertampung. Serta masih minimnya
tenaga pengajar (tutor).

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengadakan
operasi Bhakti Manunggal aksara yang merupakan tindak lanjut
atas kerjasama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama,
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Pangab yang dituangkan
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dalam surat keputusan bersama (SKB) 5 Desember 1994, dan
ditandatangani di Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan operasi Bhakti
Manunggal Aksara disiapkan tutor dari Kanwil, Pemda, Depdikbud
dan ABRI. Dalam pelaksanaannya para anggota ABRI bertindak
sebagai tenaga pengajar pada kelompok kejar paket A
Pemberantasan Buta Huruf (PBH).

Pelaksanaan kejar paket A di daerah Yogyakarta
dilaksanakan dengan luwes dalam arti, dalam pelaksanaan belajar
warga belajar tidak diharuskan memakai seragam seperti pada
sekolah-sekolah formal. Dan pelaksanaannya antara anak-anak
putus sekolah dan orang dewasa dipisahkan, agar mudah dalam
pemantauannya dan juga dikarenakan daya serap warga belajar
antara anak-anak dan orang dewasa yang berbeda. Sedangkan
pekerjaan warga belajar bervariasi, ada yang tukang jamu, tukang
" bubur sumsum, pedagang kue, tukang sayur, tukang cuci,
pembantu rumah tangga. Sebagian besar warga belajar yang
mengikuti kejar paket adalah wanita.

Sedangkan dalam pelaksanaan pengajaran dilakukan dengan
cara peragaan dengan menggunakan gambar-gambar dan dengan
cerita-cerita, cara ini di tempuh untuk memudahkan warga belajar
memahami pelajaran yang disampaikan. Dan bagi mereka yang
telah mengikuti kejar paket A dapat mengikuti Ulangan Umum
Bersama setara SD. Bagi warga belajar yang telah mengikuti kejar
Paket A diprioritaskan untuk melanjutkan kejar Paket B.

Kendala yang muncul kemudian yaitu kurangnya buku-buku
modul sebagai bahan pegangan bagi warga belajar. Selain itu juga
tidak tersedianya perpustakaan yang menyediakan buku-buku dan
bacaan tambahan seperti, koran, majalah dan bacaan populer bagi
para warga belajar. Sehingga mempengaruhi minat belajar
membaca warga belajar. Selain itu rendahnya kualitas warga belajar
kejar paket A dan B masih banyak yang pelaksanaannya sama-
sama memerlukan waktu tiga tahun untuk dapat dikatakan setara
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dengan SLTP umum, namun waktu belajar mereka yang lebih
terbatas apabila dibandingkan dengan SLTP umum. Rata-rata
hanya dilaksanakan secara tiga kali seminggu, itupun waktu yang
digunakan secara efektif hanya berkisar 4 jam. Demikian juga
dengan kejar paket A setara SD.

Permasalahan yang timbul kemudian apakah kualitas para
warga belajar kejar paket A dan B yang telah mengikuti ujian
persamaan ini kelak kualitasnya sama dengan siswa SLTP ataupun
SD reguler, sebab pada saatnya nanti, apabila mereka telah dapat
menyelesaikan belajarnya dan memperoleh ijazah yang
pengakuannya sama dengan siswa SLTP ataupun SD.

Selain untuk memberantas buta aksara kelompok belajar
juga berusaha untuk meningkatkan taraf hidup golongan ekonomi
lemah, yaitu dengan membentuk kelompok belajar usaha.
Di daerah Yogyakarta kelompok belajar usaha dibina oleh ibu-ibu
Dharma Wanita. Sedangkan materi yahg diberikan sangat
bervariasi seperti membuat kue baik kue jenis basah maupun
kering atau jenis panganan yang bisa dijual, membuat emping
mlinjo, gerabah, kerajinan kulit (semua jenis home industri),
merangkai bunga, mencuci rambut, dan kecantikan. Sedangkan
peserta Kelompok Belajar Usaha sebagian besar adalah ibu rumah
tangga.

Semua materi yang diberikan pada warga belajar diharapkan
dapat membantu mereka untuk berwira usaha. Namun
permasalahan yang dihadapi oleh warga belajar ini yaitu
kurangnya modal untuk membuka usaha, serta belum adanya
tempat yang mau memasarkan hasil usaha mereka, disamping
kurangnya pembinaan pada Kelompok Belajar Usaha oleh Dikmas.
Apabila diadakan pembinaan pada Kelompok Belajar Usaha, maka
masyarakat akan capat terentas dari kemiskinan.

Selain hal tersebut, ada juga kelompok belajar yang
pesertanya para pengemudi becak. Mereka diberi kursus kilat
tentang pelajaran Bahasa Inggris, kursus ini benar-benar mengena
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karena kota Yogyakarta merupakan salah satu tempat peristiwa
yang banyak diminati turis manca negara. Dari kursus Bahasa
Inggris yang diberikan ini, paling tidak dapat membekali para
pengemudi becak untuk dapat memperluas wawasannya dan dapat
berkomunikasi dengan para turis manca negara. Dan hal ini sudah
dapat dilihat hasilnya pada para pengemudi becak di Kota
Yogyakarta, bagi mereka belajar Bahasa Inggis sudah menjadi
kebutuhan, karena dengan dapat berkomunikasi dengan turis manca
negara setidaknya dapat menaikan martabat dan pendapatan
mereka.

C. Keluarga

Bentuk lain dari Pendidikan Luar Sekolah yang mempunyai
peranan yang sangat besar dalam masyarakat di bidang pendidikan
yaitu keluarga. Karena di dalam keluarga inilah anak mulai
ditanamkan nilai-nilai moral serta pertamakali anak dididik untuk
melakukan sosialisasi baik dengan keluarga itu sendiri maupun
dengan masyarakat di sekitarnya.

Keluarga sebagai unsur inti dalam struktur sosial,
mempunyai kedudukan utama dalam fungsi sebagai pengantar
pada masyarakat yang lebih luas, yaitu sebagai penghubung
pribadi-pribadi dengan kebutuhannya yang beraneka macam yang
tidak dapat terpenuhi dalam keluarga, seperti kebutuhan akan
produksi dan pembagian makanan, perlindungan terhadap yang
tua dan yang muda, persamaan hukum, pengembangan generasi
muda dalam kehidupan sosial, dsb (William J. Good; 3, 1985).

Hubungan keluarga dengan masyarakat sangat penting
peranannya, karena dalam pendidikan keluarga mempunyai peran
yang tidak kalah pentingnya dalam mencerdaskan kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui pengalaman mereka selama
hayatnya. Pemerintah sendiri telah mengakui pentingnya peranan
keluarga di dalam keikutsertaannya untuk menyiapkan dan
membekali setiap anggota keluarga sebagai sumber daya pendidikan
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yang tangguh dan berkualitas untuk menyongsong masa depan
dan untuk meningkatkan harkat serta martabatnya sebagai warga
negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Selain itu keluarga juga diakui oleh pemerintah sebagai
wujud Pendidikan Luar sekolah dalam masyarakat yang mandiri
tidak mengenal batas usia dan merupakan penyelenggara
pendidikan seumur hidup bagi anggota-anggotanya.

Dalam suatu keluarga inilah, sebenarnya tempat yang
paling tepat sebagai wahana pendidikan pertama bagi anggota
keluarganya untuk memasuki pendidikan prasekolah yang
memberi dasar pada pembentukan watak, kepribadian, serta untuk
menanamkan budi pekerti sebagai dasar pergaulan di dalam
masyarakat luas. Hanya melalui keluarga masyarakat memperoleh
dukungan yang diperlukan sebagai keberadaannya. Dan sebaliknya
keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh
masyarakat yang lebih luas.

Adanya perubahan bentuk keluarga didalam masyarakat kita
saat ini dari bentuk keluarga tradisional ke arah keluarga modern
telah menimbulkan adanya pergeseran fungsi dalam kehidupan
keluarga. Demikian juga yang dialami keluarga-keluarga dalam
masyarakat Yogyakarta. Pergeseran fungsi keluarga ini dapat kita
lihat dari cara mereka mendidik dan memelihara anak.
Kecenderungan yang ada saat ini yang dialami oleh keluarga-
keluarga muda yaitu dengan memasukkan anak-anak mereka
dalam play group sebelum masuk ke sekolah-sekolah TK. Sehingga
lembaga-lembaga play group mempunyai peranan untuk
menggantikan fungsi orang tua dalam memberi bekal anak-anak
untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas yang ada
disekitarnya.

Berkembangnya peranan lembaga-lembaga play group pal-
ing tidak telah mengurangi tugas keluarga dalam mendidik anak.
Tugas keluarga sebagail penanaman nilai-nilai moral, serta cara
bersosialisasi dengan lingkungan sebagian besar telah diambil
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alih oleh lembaga-lembaga play group. Sehingga dalam
lembaga-lembaga ini kegiatan-kegiatan pendidikan keluarga
diterapkan dalam proses bela mengajar anak didiknya,
seperti bagaimana seseorang anak didik harus bersopan santun,
bagaimana ia harus bermain dengan temannya sehingga
apabila mereka masuk sekolah TK tidak ada kecanggungan lagi.
Selain itu, peserta didik juga diajarkan bagaimana membuat
ketrampilan. Sehingga fungsi keluarga sebagai pentranster
nilai-nilai moral, aturan-aturan pergaulan yang
mendukung kehidupan bermasyarakat, telah semakin berkurang
fungsinya.

Selain itu, berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan
agama juga telah mengurangi fungsi keluarga dalam menanamkan
nilai-nilai agama pada para anggota-anggotanya. Dengan adanya
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat juga telah
membawa dampak dalam cara mendidik dan menanamkan nilai-
nilai yang berlaku dalam suatu keluarga kepada para anggota-
anggotanya.

Adanya lembaga-lembaga play group, lembaga-lembaga
agama dan lembaga-lembaga sosial lain yang mulai bermunculan
di kota Yogyakarta di harapkan dapat memberikan pendidikan
 prasekolah sesuai dengan fungsinya sebagai pengganti
peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral,
serta menanamkan sikap hidup yang dapat mendukung
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada
semua anak didik yang di asuhnya, namun demikian, fungsi
yang di jalankan oleh lembaga- lembaga ini sifatnya hanya
sementara, keluarga dalam hal ini harus mendukung dalam
proses belajar, tidak dapat melepaskan begitu saja tugas dan
perannya dalam menjalankan fungsinya dalam memelihara dan
mendidik anak. Karena bagaimanapun juga keluargalah yang
memegang peranan penting dalam membekali para anggota-
anggota dalam menghadapi kehidupan dalam kesemestaan
masyaratat.
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Disamping itu, diperlukan adanya pembinaan lembaga-
lembaga play group, lembaga-lembaga agama dan lembaga-
lembaga sosial lainya sebagai salah satu bentuk peran serta
masyarakat dalam pendidikan luar sekolah. Dan perlu diantisipasi
agar tidak berkembang kearah komersialisasi. Untuk itulah perlu
ditingkatkan adanya peran serta pemerintah, keluarga dan
masyarakat dalam peningkatan pelaksanaan pendidikan nasional,
dari semua pihak diharapkan mampu menciptakan dan
memelihara suasana lingkungan yang mendukung terwujudnya
tujuan pendidikan nasional.

D. Pemuda Dan Olahraga

Peranan pemuda dan olahraga juga tidak dapat diabaikan
dalam sistem pendidikan nasional. Karena bagaimanapun juga
peranan pendidikan olah raga (jasmani) untuk membantu mental
yang tangguh dan untuk menanamkan rasa disiplin dalam
kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi,
pendidikan-pendidikan jasmani belum begitu memasyarakat.
Selain itu pendidikan jasmani juga belum mampu meningkatkan
prestasinya, serta pendidikan jasmani juga belum mampu untuk
mendukung program pemassalan dan pembibitan.

Pendidikan jasmani yang telah dilaksanakan pembinaanya
di sekolah-sekolah formalpun tidak menunjukkan hasil yang
maksimum, karena dalam sekolah-sekolah formal pendidikan
Jjasmani seakan-akan dianaktirikan, seperti makin berkurangnya
jumlah jam materi yang diberikan pada pendidikan ini. Sedangkan
dalam masyarakatpun pendidikan jasmani tidak mendapat
dukungan sepenuhnya.

Di daerah Yogyakarta, pembentukan klub-klub untuk
pembibitan juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Pembentukan klub-klub banyak dilakukan oleh masyarakat, tanpa
ada dukungan dari pemerintah sehingga seringkali mereka
terbentur akan kurangnya dana untuk mengembangkan kegiatan
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kegiatan olah raga pada saat-saat tertentu, misalnya, pada
peringatan hari kemerdekaan, diadakan kegiatan-kegiatan yang
rutin diadakan tiap tahun, seperti gerak jalan, permainan, tarik
tambang, sepak bola, volly, dan bola basket.

Pemassalan pendidikan jasmani di Daerah Yogyakarta kurang
mendapat sambutan dari masyarakat. Pemassalan pendidikan
ini dilakukan hanya pada sebatas instansi-instansi pemerintah yang
hanya dilakukan tiap hari Jum'at pagi berupa senam kesegaran
jasmani.

Pemasyarakatan pendidikan jasmani seharusnya dimulai
sejak dini dan penggarapan pendidikan jasmani akan mencapai
hasil yang optimal apabila pemerintah memberi perhatian pada
pendidikan ini dan memasyarakatkannya. Dengan demikian
kesegaran jasmani dan rohani sumber daya manusia maupun
peningkatan prestasi olahraga yang optimal dapat dicapai.



93

BAB VI

PENUTUP

Perkembangan baru dibidang teknologi desawa ini, telah
membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Hal ini
menghendaki adanya cara pendekatan baru dalam sistem
pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi saat
ini maupun untuk menyongsong masa depan.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Il Indonesia
berupaya lepas landas menuju masyarakat industri modern yang
berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam masyarakat
seperti ini iptek bukan lagi menjadi suau kebutuhan tetapi
merupakan keharusan. Tanpa iptek masyarakat sudah pasti tidak
akan terwujud. Sehingga pemasyarakatan iptek harus terus
dikembangkan. Masyarakat Indonesia sudah saatnya untuk
mengekspor teknologi dan bukan lagi menjadi pemakai teknologi.

Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan perlu
ditingkatkan dan sekaligus mengarah kepada kebutuhan
pembangunan segala bidang dengan sistem pembinaan yang
mantap dan terpadu. Pemecahan masalah sistem pendidikan
dilakukan secara sistematis dan bertahap. Pembaharuan dan
pengembangan sistem pendidikan diharapkan mampu
mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif, efisien dan
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serasi dengan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Usaha
ini dilaksanakan dengan memantapkan sistem informasi
pendidikan, penelitian secara terus menerus terhadap sistem
pendidikan yang sedang berjalan. Pemecahan mendasar antara
lain dengan membuka kesempatan yang lebih luas untuk
memperoleh kesempatan belajar dengan kursus kelompok belajar
maupun ujian persamaan.

Mewujudkan harapan tersebut, pembudayaan teknologi
menjadi bagian hidup masyarakat yang mendesak saat ini. Untuk
itu diperlukan suatu proses yang lama dan terencana. Pembudayaan
kepada masyarakat hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan teknologi.
Cara paling efektif adalah melalui pendidikan formal dan non for-
mal. Untuk menyukseskan PJPT II maka pendidikan harus di
benahi, mutunya di tingkatkan, kalau perlu dengan mencontoh
kebijakan yang telah di tempuh negara maju dengan tidak
- meninggalkan budaya nasional. Upaya-upaya tersebut sudah mulai
dilaksanakan dengan di terbitkanya babak baru dalam bidang
pendidikan yaitu dengan adanya Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional.

Setelah di ungkapkan UUSPN tahun 1989, UU tersebut
sudah banyak dikenal luas di kalangan masyarakat, khususnya
bagi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Undang-
undang tentang pendidikan nasional telah memberikan acuan bagi
banyak kalangan dalam memikirkan dan membahas pendidikan
nasional. Dalam berbagai diskusi seminar, rapat kerja komisi
bidang sosial budaya di DPR, perumusan kebijaksanaan di
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sampai pidato-pidato
pengarahan di daerah -daerah UUSPN selalu di gunakan sebagai
acuan normatif.

Hingga sekarang pembaruan yang memuat ide-ide baru
bidang pengajaran belum seluruhnya terealisasi. Pelaksanaan
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989
khususnya tentang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah raga
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masih banyak berupa rumusan-rumusan hasil seminar maupun
diskusi ilmiah sehingga perlu tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan
tersebut.

Dalam rangka memasyarakatkan UUSPN beserta sejumlah
PP yang menyertainya, peranan media massa, khususnya media
cetak sangat besar dan telah memperoleh banyak tanggapan dari
berbagai kalangan. Selain itu dalam rangka memasyarakatkan
UUSPN termasuk di lakukan bersamaan dengan berbagai
kebijakan di bidang pendidikan yang mengacu pada GBHN dan
Repelita. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun
selalu diadakan kelompok kerja yang salah satu tugasnya adalah
menjelaskan kepada masyarakat yang lebih luas mengenai berbagai
hal tentang pendidikan dari yang paling mendasar sampail yang
strategis. Hal-hal lain yang di jelaskan kelompok kerja adalah tema-
tema sentral dalam kebijaksanaan pendidikan, pengelolaan
pendidikan, keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan dan
peran serta masyarakat dalam pendidikan dengan mengacu pada
UUSPN tahun 1989.

UUSPN di rancang untuk dapat mengakomodasikan
dinamika pembangunan dalam kurun waktu 50 tahun mendatang,
artinya perkembangan apapun yang terjadi di dalam maupun di
luar dunia pendidikan untuk waktu sekitar 50 tahun di harapkan
tidak perlu mengubah undang-undangnya, melainkan peraturan
di bawahnya yaitu PP, Kepres, Inpres maupun Kepmen yang di
sempurnakan. Dilihat dari substansinya UUSPN tahun 1989 tidak
semua isi mengatur hal-hal yang baru, melainkan merupakan
penguatan pembenaran terhadap peraturan sebelumnya.

Pelaksanaan UUSPN dilaksanakan secara bertahap
dan perlu kerja sama dengan departemen lain antara lain
Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama dan
Departemen Tenaga Kerja. Terutama tujuan, sasaran, biaya
pendidikan, peran serta masyarakat dan keterkaitan pendidikan
dengan pembangunan .
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Untuk mewujudkan link and match dalam pendidikan masih
perlu adanya penelitian yang menyeluruh. Link and match dengan
masyarakat dunia industri, dengan dunia usaha.Hal ini perlu dapat
tekanan karena yang menggunakan anak didik adalah masyarakat.

Pembudayaan suatu produk hukum masih menemui suatu
kendala-kendala. Apalagi jika kendala tersebut ada hubungan
dengan kebiasan/tradisi masyarakat. Hal ini bisa di alami pada
pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan keluarga
merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan pendidikan
nasional. Dasar pendidikan adalah keluarga sehingga sudah
saatnya di perlukan suatu pendekatan kebudayaan dalam
mendidik anak sebelum memasuki pendidikan formal yang di
selenggarakan oleh pemerintah. Keluarga merupakan lembaga
pendidikan yang pertama dan utama. Masuknya pendidikan
keluarga dalam sistem pendidikan nasional merupakan langkah
maju dalam sistem pendidikan Indonesia.

Link and match dalam pendidikan budi pekerti, harus ada
kerja sama antara orang tua dengan sekolah untuk mendidiknya.
Keluarga merupakan tempat bersosialisasi, karena sebagian besar
waktu dihabiskan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Peranan dialog berlaku juga dalam kehidupan rumah
tangga antara ayah, ibu dan anak-anak. Namun ada kesan bahwa
hubungan ini terasa hambar sehingga terjadi ketidakharmonisan
hidup dalam keluarga. Munculnya kesan ini karena banyak para
orang tua kurang merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan
dan diserahkan kepada lembaga pendidikan. Adanya kesan yang
keliru tersebut merupakan salah satu pelarian dari orang tua dalam
mendidik anak karena telah disibukkan dengan pekerjaan di luar
rumah yang semakin komplek. Masalahnya sekarang dalam era
globalisasi ini adalah menyadarkan orang tua dalam pendidikan
dan pembinaan anaknya merupakan tanggung jawab orang tua,
bukan saja tanggungjawab lembaga pendidikan. Orang tua menduduki
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peranan sentral dalam keseluruhan proses pembinaan dan
pendidikan anak-anaknya.

Sedangkan untuk pendidikan kelompok belajar paket A dan
paket B, dan juga kursus-kursus link and match merupakan suatu
rangkaian yang cukup luas artinya link dengan masa depan dan
link yang di depan mata. Selain untuk menuntaskan buta huruf
juga harus ada kaitan dengan dunia kerja. Misalnya untuk daerah
Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata maka perlu
adanya kursus-kursus bahasa Inggris dan kerajinan tangan, selain
kursus-kursus yang lainnya. Link yang hubungannya dengan masa
depan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil.

Kursus-kursus yang ada seharusnya juga melihat keterkaitan
dan kesepadanan dengan dunia kerja. Setelah selesai mengikuti
kursus-kursus diharapkan mampu memberikan bekal yang cukup
untuk mandiri, tidak mengharapkan kerja dari orang lain tetapi
harus bisa membuka peluang kerja untuk dirinya sendiri terutama
di desa-desa. Misalnya kursus di bidang pertanian dan peternakan,
sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat.

Kendala yang perlu ditindaklanjuti adalah perlu adanya
peraturan yang mengatur pendirian kursus-kursus dan balai
latihan kerja yang diintegrasikan antara Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja. Jadi dalam materi
yang diberikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan setelah selesai dapat
ditampung dalam dunia kerja. Balai latihan kerja yang ada
sekarang ini masih belum mampu mencetak tenaga-tenaga yang
benar-benar terampil sehingga kwalitas lulusannya masih kurang.

Kelompok belajar paket A dan paket B realisasinya memang
sudah nampak. Artinya program ini telah mampu mengurangi
jumlah buta aksara dan angka. Namun program wajib belajar
tersebut masih merupakan proyek saja sehingga mutu lulusannya
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baik dari ujian persamaan SLTP dan SLTA masih jauh
dibandingkan dengan lulusan sekolah formal. Alangkah baiknya
pada tahap selanjutnya semakin ditingkatkan mutunya. Karena
filosofi wajib belajar adalah meningkatkan pengetahuan,
kemampuan serta ketrampilan dasar anak melalui pendidikan,
sehingga nantinya mereka akan menjadi aktor-aktor pembangunan
nasional, bukan menjadi beban pembangunan.

Peningkatan mutu olah raga dirasa masih ketinggalan jauh
dengan negara-negara lain. Peningkatan prestasi olah raga harus
dimulai sejak dini, yaitu dari usia anak-anak. Dari pengalaman
ternyata peningkatan prestasi olah raga berjalan seiring dengan
peningkatan jadwal bagi siswa-siswa sekolah tanpa mengganggu
materi pelajaran. Dengan kegiatan ekstra kurikuler dirasa masih
sangat kurang, dengan kegiatan ini akan menyalurkan siswa
dengan kegiatan yang positif. Pada akhirnya akan mengurangi
meningkatnya kenakalan remaja.

Prestasi olah raga sangat terkait dengan tingkat pendidikan
atlet sendiri, Tanpa didukung tingkat intelegensia yang tinggi
maka peningkatan prestasi olah raga akan menemui banyak
kendala. Di negara-negara maju anak-anak sudah mulai dikenalkan
dengan olah raga yang dimulai dari keluarganya. Sehingga
olah raga selain mempunyai aspek pendidikan jasmani diharapkan
juga merupakan tempat mengembangkan bakat anak-anak.

Pemantauan terhadap atlet-atlet berprestasi di daerah masih
kurang. Sehingga pembentukan Dinas Olah raga merupakan
kebutuhan yang mendesak. Hal ini selain untuk mencari bibit olah
ragawan di daerah juga harus bisa mengadakan pembinaan olah
raga. Dinas Olah raga dalam kerjanya mengadakan kerjasama
dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah.
Meningkatnya prestasi olah raga di antara negara-negara di dunia
akan meningkatkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa
memiliki terhadap bangsanya (sense of belonging).
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Pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya
manusia dalam arti seluas-luasnya dan kebudayaan sebagai milik
seluruh bangsa adalah dua hal yang erat hubungannya satu sama
lain. Pendidikan berlangsung dalam satu iklim budaya bahkan
tak terlepas dari matriks kebudayaan yang menjadi bumi
persemaian identitas bangsa. Sedangkan kebudayaan memerlukan
upaya pelestarian melalui pendidikan yang menyadarkan
kepentingan preservasi nilai-nilai budaya yang turun-temurun.
Pendidikan tanpa orientasi budaya akan gersang nilai-nilai luhur.
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